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RINGKASAN

Yohanis Imanuel Benafa, Program Magister llmu Hukum Universitas Brawijaya
Malang,  Desember 2018 “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH NUSA
TENGGARA TIMUR (NTT)” Komisi Pembimbing Pertama, Prof. Dr. |
Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. Pembimbing Kedua Dr. Bambang Sugiri, S.H.,
M.S.

Penulis  mengangkat permasalahan mengenai pencegahan tintak pidana
perdagangan orang di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Dalam
penulisan ini penulis merumuskan 3 (tiga) pokok permasalahan yang menjadi
fokus pembahasan, yaitu: 1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak
pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tengara Timur? 2.
Kendala Apa yanga dihadapi oleh Kepolisian Daerah Nusa Tengara Timur dalam
mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang ? 3.Upaya apa yang
dilakuakan oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana
perdagangan orang di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur?

Penulis menggunakan metode penelitian Empiris. Dalam Hasil penelitian
menghasilkan suatu kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya
tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara
Timur adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Sedangkan dalam
upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang diwilayah Kepolisian
Daerah Nusa Tenggara Timur olen pihak POLDA NTT dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah SKPD, sejauh ini belum maksimal. Adapun kendala yang
dialami dalam proses pencegahan oleh POLDA NTT ialah adanya ego sektoral
yang membuat masing-masing instansi tidak dapat bekerja sama dengan baik.
Seharusnya tidak memiliki sikap yang dinamakan ego sektoral dalam upaya
mencegah TPPO di NTT, dan mematuhi gugus tugas yang telah dikeluarkan oleh

Gubernur, agar proses pencegahan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.



SUMMARY

Yohanis Imanuel Benafa, Master’s in Legal Studies Universitas Brawijaya, Malang, December 2018

“Prevention of Human Trafficking Taking Place in the Police Territory of East Nusa Tenggara”
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Three research problems are being discussed in this research as follows: 1. What factors contribute to
human trafficking that takes place in police territory of East Nusa Tenggara? 2. What obstacles are
encountered by the police of East Nusa Tenggara in human trafficking prevention? 3. What measures

are taken to tackle the issue over human trafficking in police territory of East Nusa Tenggara?

This research employed empirical method which concludes that poverty and lack of education are the
two major causes of human trafficking in East Nusa Tenggara. The measures taken by Local Police
and Local Government Unit of East Nusa Tenggara to tackle this issue, however, are not optimal yet
due to sectorial ego that hampers-cooperation among organisations. In other words, ego sectorial must

be eradicated for a better way of preventing the human trafficking activity.
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Dewasa ini masalah yang terjadi disuatu negara sangatlah bervariasi, mulai
dari sektor-sektor yang paling utama meliputi ekonomi yang memang fatal
keberlangsungannya kesejahteraan bagi kehidupan manusia. kesehatan pun tak
kalah pentingnya serta pendidikan yang memang dasar utama bagi kemajuan
semua peradaban kemajuan negara. Aktivitas manusia yang dijalankan dapat
berdampak positif serta ada pula yang berdampak negatif. Keberadaan manusia
dapat menguntungkan suatu negara bahkan juga dapat mempersulit gerak suatu
negara. Hal yang terkait menguntungkan negara contohnya ialah jasa para tenaga
kerja yang berada di luar negeri. Devisa yang mereka hasilkan membuat
pendapatan negara bertambah dan hasilnya dapat dirasakan juga timbal baliknya
bagi mereka dan juga semua sarana dan fasilitas umum dapat rakyat rasakan.
Akan tetapi banyak penyimpangan yang terjadi para calon tenaga kerja indonesia
yang awam tidak memiliki pengalaman bekerja di luar negeri mudah ditipu oleh
para oknum yang tidak bertanggung jawab dalam jasa penyaluran kerjanya.
Hanya dengan diiming-imingi upah besar para calon Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) menurutinya padahal mereka masuk dalam perangkap perdagangan
manusia yang dikirim keluar negeri. Tugas yang diberikan kepada mereka juga
berbagai macam, seperti bekerja sebagai pemuas kebutuhan para lelaki, sebagai

budak, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan lain sebagainya, sisi kehidupan seperti
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# BRAWIJAYA

ini dapat menyebabkan faktor kerugian bagi negara bahkan masyarakat Indonesia
Khususnya.

Di Indonesia masalah perdagangan orang masih menjadi sala satu ancaman
besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang
harus menjadi korban perdagangan oranga yang terkadang tidak pernah merasa
bahwa dirinya adalah korban. Permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak
hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi.
Bahkan masalah perdagangan orang sebenarnya telah terjadi sejak abad ke empat
dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupaan hal biasa terjadi dan
bukanlah merupakan bentuk suatu kejahatan dimana saat itu masih marak-
maraknya perbudakan manusia dimana seorang manusia dapat diperjual belikan
dan dijadikan sebagai objek. Keadaan seperti itu terjadi dan marak karena masih
kurangnya pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat dan derajat yang
sama tanpa adanya perbedaan satu sama lain. dan hal itu terus mengalami
perkembangan sampai dengan sekarang tanpa dapat dicegah.

Fenomena globalisasi merupakan salah satu factor dibalik meluasnya isu-isu
kontemporer (modern). Kemajuan teknologi, informasi, yang berkembang pesat
menjadi peluang meluasnya jaringan kejahatan, baik bersifat nasional atau
transnasional (lintas batas). Globalisasi telah mengaburkan batas-batas negara
dan memunculkan persepsi dunia tanpa batas (Borderless World) melalui
integrasi sosial lintas kultur. Kaburnya batas negara dipandang sebagai salah

satu masalah, manusia berpindah-pindah secara bebas tanpa ada hambatan,



mobilisasi secara bebas, masif dan praktis telah dipandang sebagai penyebab
hadirnya kejahatan.

Globalisasi  merupakan suatu bentuk transformasi kemajuan yang
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didalamnya tidak hanya terjadi proses penyesuaian, tetapi bersinggungan pula
terhadap perubahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas.
Proses-proses yang terjadi secara praktis memunculkan pengaruh pada aspek-
aspek kehidupan manusia. Cepatnya akselerasi dan dinamisasi dalam struktur
global dianalisis sebagai ruang transformasi berbagai proses, salah satunya
ancaman dan dilema baru, yaitu penguatan terhadap kriminalitas maupun
peluang mempertahankan stabilitas kejahatan. Dewasa ini yang menjadi pokok
pembahasan dalam tulisan ini adalah isu perdagangan manusia (Human
Trafficking).!

Hal ini dipandang sebagai bentuk kejahatan terorganisir yang kompleksitasnya
terus meningkat dalam beragam dimensi. Seperti dikutip dari laman
soroptimist.org (lembaga internasional bidang kemanusiaan): “Organized crime
is largely responsible for the spread of international human trafficking”. Meski
secara dimensi waktu, kejahatan ini sudah berlangsung lama, namun dalam
prakteknya terus berkembang luas. Kejahatan ini mengalami transformasi model,
bentuk, cara-cara terstruktur dan sistematis menuju pola-pola eksploitasi
manusia (Human Exploitation). Berdasarkan dimensi ruang, fenomena
perdagangan manusia melibatkan faktor geografis wilayah negara atau

umumnya terjadi di wilayah-wilayah perbatasan.
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Phil Williams, Director of International Security Studies, University of
Pitsburgh, dalam pembahasan the explosion of transnational crime in a

globalized world mengungkapkan:
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"Transnational criminals have been one of the biggest beneficiaries of
globalization. Globalization facilitates international trade but also increases
the difficulty of regulating global trade, he says; traffickers and smugglers
have exploited this. Williams adds that globalization has increased inequality
around the globe, and that "its disruptive effect has actually caused people
to have to go intso organized crime and operate in illicit markets as coping
. 112
mechanisms”.

Williams berpandangan, fenomena globalisasi telah mendatangkan suatu
manfaat dan keuntungan signifikan bagi para pelaku kriminal. Secara
sosiologis, para pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia
memanfaatkan peluang ini untuk mengeksploitasi keuntungan yang ada dibalik
perkembangan globalisasi. Gejala ketimpangan akibat globalisasi menjadi
faktor penyebab munculnya kejahatan dan mendorong orang-orang terjun ke
dalam kejahatan terorganisir dan beroperasi di pasar gelap.

Fenomena perdagangan orang (Human Trafficking) merupakan salah satu
masalah kontemporer yang tengah mendapat perhatian serius. Karakteristiknya
bersifat represif dengan tujuan eksploitasi manusia (Individu atau Kelompok).

Luasnya pengaruh dan dampak ancaman yang ditimbulkan, membuat isu

IVERSITA
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? Rachmad Syafaat, , Dagang Manusia-Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan 4Anak di Jawa Timur.
(Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002)
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human trafficking diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (Extra
Ordinary Crime).?

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
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Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Pasal 1 menyatakan bahwa TPPO
adalah tindakan pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
yang memegang kendali atas aorang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi.* Secara sederhana, perdagangan manusia dapat dipahami sebagai
suatu bentuk intimidasi terhadap nilai dan kebebasan hak-hak dasar manusia.

Definisi  human trafficking menurut Protokol Palermo Perserikatan
Bangsa-Bangsa: “Human Trafficking in persons shall mean the recruitment,
transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat
or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of the abuse
of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of
payments or benefits to achieve the consent of a person having control over
another person for the purpose of exploitation”.

Bahaya perdagangan orang (Human Trafficking) semakin menggejala hingga
ke daerah. Salah satu daerah yang menjadi objek kajian dalam pembahasan

ini adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kejahatan dan ancaman

AS

BRAWIJAYA

perdagangan orang (Human Trafficking) tengah menjadi isu aktual di NTT.

IVERSIT

Dalam beberapa tahun terakhir, NTT menempati rangking teratas, didaulat
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3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
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sebagai daerah asal korban tindak pidana perdagangan manusia. Upaya
pemberantasan perdagangan orang di NTT tetap menjadi sorotan oleh berbagai
macam kalangan. masalah perdagangan orang (Human Trafficking) di NTT
sudah mencapai kondisi darurat atau kronis, sehingga langkah penanganan
menjadi urgensi bersama. Secara umum, jumlah buruh migran dari NTT
bukan yang terbanyak di Indonesia, tetapi angka kasus perdagangan orang atau
Human Trafficking dari NTT.

Perdagangan orang di NTT dapat dikatakan sudah dalam kondisi darurat
karena banyak sekali warga NTT terutama kaum wanita yang masih dibawah
umur untuk dijadikan TKW ke luar negeri, khususnya Malaysia, Singapura,
Taiwan, dan negara-negara lain. Dengan kondisi ini, praktek perdagangan orang
menjadi masalah baru yang cukup mengejutkan karena sebelumnya, secara
nasional, NTT belum pernah masuk dalam peringkat tertinggi daftar kasus
perdagangan orang di Indonesia. Masalah perdagangan orang semakin mewabah
dan membentuk matarantai tak terputuskan. Latar-belakang masalah ini secara
kasatmata memberikan pandangan buruk bagi NTT. Sebuah pandangan yang
mana secara esensial menggambarkan bahwa NTT sedang berada pada zona
merah. Jutaan calo atau perekrut calon tenaga kerja berimbas pada nasib kelam
masyarakat jelata. Golongan masyarakat kecil sering menjadi objek sasaran dari
sindikat para calo dan elite tertentu. Salah satu alasan paling dominan mengapa
masyarakat kecil yang berada di pelosok yang menjadi korban perdagangan orang
adalah karena masalah terjepitnya tuntutan ekonomi serta minimnya pengetahuan.

Peluang keterbatasan seperti ini menjadi kesempatan bagi para calo untuk



membentuk sindikat palsu. ldentitas masyarakat kecil yang berhasil direkrut oleh
para calo kemudian dimanipulasi. Aksi manipulasi terbentuk karna adanya relasi

ekslusif yang dibangun para calo (agen) dengan para elite-elite tertentu yang lebih
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menguasai proses pemalsuan identitas korban. Sebab pemalsuan dokumen dan
identitas korban menjadi syarat pertama yang membuka ruang dan peluang untuk
meloloskan para korban ke luar negeri atau tempat perantauan.

Hal ini sesungguhnya diniliai sebagai sebuah persoalan moral. Sebab
perdagangan manusia lebih mengadopsi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai
parameternya. Pada dasarnya, kasus perdagangan orang merupakan sebuah
masalah yang sangat krusial mengingat di balik kasus ini ada usaha
memperjuangkan hak hidup manusia (Korban). Dalam hal ini para calo atau
perekrut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) turut melibatkan para elite untuk
memperlancar proses perekrutannya. Para elite-elite ini cenderung menjadi agen
penentu untuk melegalkan para korban untuk direkrut ke luar negeri. Kasus
perdagangan manusia di NTT ini rentan berakhir tragis atau meninggal dunia.’
Contoh Kasus: Badan Pembantu Pelayanan (BPP) Advokasi Hukum dan
Perdamaian Sinode GMIT merilis hasil pantauan terhadap perkembangan Kasus
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT. Setidaknya ada 11 kasus
kematian TKI yang berhasil terpantau. Sebanyak 7 kasus dari kabupaten TTS, 2

kasus dari kabupaten Kupang dan sisanya masing-masing satu (1) kasus dari

AS

kabupaten Belu dan TTU.
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> https://media.neliti.com/media/publications/181641-1D-human-trafficking-di-nusa-tenggara-
timur.pdf
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Mariance Kabu asal Kabupaten TTS. Laporan polisi bernomor
LP/B/379/X1/2016 pada 25 November 2016 tersebut kini berstatus P19 dan
masih dalam penyidikan Polda NTT.

Dolvina Abuk asal Kabupaten TTU. Kasus ini sudah dipekara dengan
nomor : 31/Pid. Sus/2016/PN Kfm. Statusnya sudah ada putusan di
Pengadilan Kefamenanu dengan terpidana Adi Sinlaeloe. Pelaku hanya
mendapat hukuman 2 tahun dan denda Rp. 2 miliar.

Yufrinda Selan asal Kabupaten TTS. Kasus ini sudah naik banding dan
hasil putusan para terdakwa dibebaskan.

Matilda Kollo asal Belu. Kasus dengan nomor:

LP/B/66/11/2017/SPKT berstatus P19 dan masih dalam penyidikan Polda
NTT.

Yasinta Lottu asal TTS. Kasus ini berstatus P19 dan masih dalam
penyidikan Polda NTT.

Dortia Abanat asal Kabupaten Kupang. Kasusnya P19 dan masih dalam
penyidikan Polda NTT.

Ance Punufasal TTS. Kasus ini juga masih P19 dan sedang dalam
penyidikan Polda NTT.

Mery Tabun asal TTS. Kasus dengan nomor: LP/B/70/111/2017/SPKT
masih dalam penyidikan Polda NTT.

Dursila Betty asal kabupaten TTS. Sattus kasus ini masih P19.

10) Delci Betty asal TTS. Kasus ini juga masih P19 di Polda NTT.



11) Sarlin Djingi asal kabupaten Kupang. Kasus ini masih dalam tahap
Persidangan.®

Berkaitan dengan uraian-uraian diatas maka penulis akan membahasnya

repository.ub.ac.id

secara sistematis dalam suatu penelitian dan penulisan hukum dengan judul :

“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI

WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (NTT).

1.2.Masalah Penelitian

1.2.1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan
Orang di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ?

1.2.2. Kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

1.2.3. Upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dalam mencegah
terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kepolisian
Daerah Nusa Tenggara Timur ?

1.3.Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan penulisan ini, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

<C
'2
=
=

1.3.1. Untuk mengetahui tentang Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak
Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara

Timur.

6 https://voxntt.com/2018/02/26/perkembangan-11-kasus-perdagangan-orang-di-ntt-
mengecewakan/25369/
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Untuk mengetahui tentang upaya apa yang dilakukan oleh aparat
kepolisian, dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang
di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Utuk mengetahui tentang Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian
Daerah Nusa Tenggara Timur untuk mencegah terjadinta Tindak Pidana

Perdagangan Orang.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberi masukan, manfaat dan

sumbangsih sebagai berikut:

1.4.1.

1.4.2.

Manfaat Teoritik

a) Secara khusus, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran, masukan dan memperkaya ilmu pengetahuan
Khususnya bagi pembangunan ilmu vyang berkaitan dengan
kriminologi, dalam penanggulangan kejahatan diselurus wilayah
Indonesia.

b) Secara umum, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
bagi pemerintah dalam menangulangi tindak pidana perdagangan
orang Yyang semakin merajalela diselurun wilayah Indonesia,
terkhususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Manfaat Praktis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sumbangan pemikiran dan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat pada

umunya mengenai tindak pidana perdagangan orang diseluruh wilayah
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1.5.
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Indonesia, terkhususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Melalui
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan yang berguna dalam
penegakan hukum yang efektif mengenai pencegahan dan penanganan
tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilaya Indonesia, khususnya
di wilayah Nusa Tengggara Timur.

Originalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai lanjutan penelitian sebelumnya dari berbagai
pihak, sebagai kelanjutan penelitian dalam tema yang masih ada kesamaan
seputar dengan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di
wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Diantara penelitian
skripsi, tesis dan tulisan-tulisan lain berupa penelitian mandiri, makalah dan jurnal
hukum, ada beberapa penelitian yang mungkin bisa dianggap sama membahas
tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), berikut penulis paparkan :

Share Social Work Jurnal (ISSN:1339-0042, ISSN:2528-1577) Volume 7,
2017, Everd Scor Rider Daniel,Nandang Mulyana,Budhi Wibhawa, dengan judul
“Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur”. Fokus pada tulisan ini adalah
meneliti tentang fenomena globalisasi, Perdagangan Orang (human trafficking)
dan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.”

Wacana hukum vol. Ix, 1 april 2010 107 “Upaya Pencegahan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Trafficking)”, Tri Wahyu Widiastuti, SH.MH. Dosen

fakultas hukum UNISRI. Fokus penulisan ini adalah penanganan tindak pidana

7 https://media.neliti.com/media/publications/181641-1D-human-trafficking-di-nusa-tenggara-

timur.pd
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perdagangan orang bersifat kompleks, dimana penanganan terhadapnya
memerlukan pemetaan yang komprehensif. Disamping itu keseriusan pemerintah

dan keterlibatan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara
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partisipasif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Masyarakat perlu banyak mendapat pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya
tindak pidana perdagangan orang tersebut. Pendidikan dan sosialisasi tersebut
juga mengenai prosedur dan syarat yang harus diketahui oleh para calon TKI

sebelum berangkat ke luar negeri.?

Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015, Oleh: Patrick Manuel Kalalo “Tindak
Pidana Perdagangan Orang Dan Penanggulangannya” penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana
perdagangan orang di Indonesia dan apa faktor-faktor pendorong terjadinya
tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara penanggulangannya.
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat

disimpulkan:

1. Dalam implementasinya terhadap masyarakat Undang-undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang belum
secara maksimal di pergunakan dan tidak sesuai dengan perkembangan dan
tuntutan jaman baik mengenai rumusan deliknya maupun sanksinya.

2. Dengan memahami faktor intern maupun faktor ekstern dalam tindak pidana
perdagangan orang maka proses penanggulangan atau pencegahan dapat

dilakukan, tentu dengan memaksimalkan aturan-aturan yang berlaku.

& http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacanaarticle/view/308
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Tabel 1

Penelitian terdahulu terkait tindak pidana perdagangan orang.

No Keterangan Judul Abstrak

1 Share Social Work | Human Trafficking | Banyaknya kejahatan yang terjadi saat ini
Jurnal (ISSN:1339- | Di Nusa Tenggara | dikarenakan adanya globalisasi.

0042, ISSN:2528- Timur Salah satu bentuk kejatahan yang
1577) Volume 7, disebabkan adalah human trafficking.
2017, Everd Scor Kejataha ini terjadi tidak hanya dalam
Rider satu wilayah suatu Negara akan tetapi
Daniel,Nandang sudah melewati batas negara. Kejahatan
Mulyana,Budhi ini melibatkan jaringan internasional.
Wibhawa Dengan demikian human trafficking
sangat sulit untuk dilacak.
Untuk mengatasi kejahatan human
trafficking ini tentunya tidak hanya
memberantas mafia yang ada. Intervensi
yang paling mudah untuk melawan human
trafficking adalah dengan mengatasi factor
penyebab masyarakat mudah untuk
dijadikan obyek human trafficking.
Banyak factor yang menyebabkan
masyarakt mudah terjerat human
trafficking. Akan tetapi semua factor
tersebut bermuara pada masalah
kemiskinan. Hal ini terjadi karena human
trafficking lebih sering terjadi pada
masyarakat yang relative miskin.

2 Wacana hukum vol. ' | Upaya Pencegahan | Tindak pidana perdagangan manusia di
Ix, 1 april 2010 107 | Tindak Pidana Indonesia adalah masalah yang kompleks.
Tri Wahyu Perdagangan Orang | Kemiskinan
Widiastuti, SHMH. | (Trafficking) dan obsesi untuk menjadi kaya sekaligus
Dosen fakultas menjadi alasan mengapa orang rentan
hukum UNISRI untuk dieksploitasi oleh pedagang

manusia. Para korban perdagangan
manusia dipaksa

untuk bekerja dalam waktu yang lama dan
rawan menderita fisik, mental maupun
seksual

penyalahgunaan. Mereka juga tidak
memiliki dukungan dan perlindungan
minimum dari orang luar. Mereka
kondisi kesehatan cenderung menderita
penyakit seksual, alkohol dan kecanduan
narkoba.

3 Lex Crimen Vol. Tindak Pidana Tujuan dilakukannya penelitian ini
1\VV/No. 8/0kt/2015 | Perdagangan Orang adalah untuk mengetahui bagaimana
Oleh: Patrick Dan pengaturan hukum pidana terhadap
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Manuel Kalalo Penanggulangannya | tindak pidana perdagangan orang di
Indonesia dan apa faktor-faktor
pendorong terjadinya tindak pidana
perdagangan orang dan bagaimana cara
penanggulangannya. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, maka dapat disimpulkan: 1.
Dalam implementasinya terhadap
masyarakat Undang-undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak pidana perdagangan orang belum
secara maksimal di pergunakan dan tidak
sesuai dengan perkembangan dan
tuntutan jaman baik mengenai rumusan
deliknya maupun sanksinya. 2. Dengan
memahami faktor intern maupun faktor
ekstern dalam tindak pidana
perdagangan orang maka proses
penanggulangan atau pencegahan dapat
dilakukan, tentu dengan memaksimalkan
aturan-aturan yang berlaku.
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Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah 2019

Berkaitan dengan penelitian terdahulu tersebut diatas maka yang menjadi
pembeda dalam tulisan ini adalah waktu dan tempat penelitian. Selanjutnya dalam
penulisan ini lebih khusus mencegah tindak pidana perdagangan orang di wilayah
kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Oleh karena itu fokus pada
penulisan ini adalah proses pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian daerah

NTT terhadap TPPO di wilayah tersebut.
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KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA TEORI

2.1.Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.1.1.Pengertian Tindak Pidana
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Istilah tindak pidana oleh Moeljatno adalah istilah lain dari perbuatan
pidana yang sering dipakai dalam perundangan oleh kementerian kehakiman.
Selanjutnya menurut Moeljatno, meskipun kata “tindak” lebih pendek dari
pada ‘“perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak
seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana
halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan,
tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal
dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering
dipakai “bertindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal,
maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana
baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya pula selalu
dipakai pula kata perbuatan.

Selanjutnya, menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut. Dapat juga dikatakn bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal
saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

BRAWIJAYA

1 Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 60-61
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sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan
kejadian itu.?
Marshal mengatakat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi

yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana
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berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.® Roeslan Saleh mengemukakakn
pendapatnya mengenai perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh
aturan_hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yng dilarang.® Dalam
konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.’> Dalam konsep
juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain
perbuatan trsebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan
kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat
melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.*

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya, maka unsur-unsur
perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berujud suatu
kelakuan baik aktif mupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau
keadaaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul
tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil
maupun yang yang materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang

menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam

IVERSITAS
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2 Ibid. him. 59
® Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 89
* Ali Mahrus, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98
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unsur yang Kketiga, adalah terkait dengan beberapa hal yang wujudnya
berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam
undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana,
tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi

pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.’
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2.1.2.Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang mempunyai arti yang berbeda-beda bagi
setiap orang, meliputi sederatan masalah dan isu sensitif yang kompleks
sehingga ditafsirkan berbeda beda oleh setiap orang yang memahaminya
tergantung dari- sudut pandang pribadi atau organisasinya. Maka dari itu
hingga saat ini salah satu masalah utama perdagangan orang adalah masalah
definisi. Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan
orang adalah suatu kegiatan yang memindahkan perempuan melewati
perbatasan di luar keinginan mereka dan memaksa mereka untuk memasuki
dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih memahami
mengenai isu perdagangan orang yang kompleks dan sekarang melihat bahwa
pada kenyataan perdagangan orang melibatkan berbagai macam situasi.

Penaggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan dan diakhiri
dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formal.
Karena itu penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana
materiil dan hukum pidana formal. Dalam tindak pidana materril, bentuk dan
jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan
tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar

KUHP. Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana perdagangan
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orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana
perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan

kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek tindak pidana perdagangan orang
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selalu disertai dengan berbagai tindakan ancaman dan kekerasan, sehingga
menimbulkan ketersiksaan bagi korban pada masa depannya, apalagi korban
tindak pidana perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam
kondisi tidak berdaya baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.

Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, vyaitu Pasal 297 yang
mengancam hukuman enam tahun penjara bagi Siapapun  yang
memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, ini dianggap
tidak efekif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer
lebih dikenal dengan Trafficking terorganisasi.

Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah diatru dalam
UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Dalam Undang-undang terseut dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “tindakan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
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orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.”
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang

lingkup tindak pidana perdaganga orang yaitu:
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a) Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang ditentuan dalam undang-undang ini (Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 juga melarang setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah
Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia untuk dieksploitasi;

b) Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk
tuuan eksploitasi;

c) Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu
untuk maksud eksploitasi;

d) Mengirimkan anak ke dalam atau luar negeri dengan cara apapun; dan
setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan
cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban
untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;

e) Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan pada
dokumen negara ata dikumen lain untuk mempermudah TPPO;

f) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti
palsu atau baran bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan

hukum;

S

g) Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas di
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menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan
dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau
saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku

TPPO;

-
o
3

A ==
—
—
[—
o

e
L% ]
o
=T
(-5}
S

h) Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal
seharusnya dirahasiakan.

2.1.3.Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan

Orang

A. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yang

dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yanga tidak ada atau tidak
memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal ini yang
menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan
meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.
Menurut Biri Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, bahwa jumlah penduduk
miskin Indonesiamencapai 37,7 juta jiwa termasuk 13,2 juta didaerah
perkotaan, dari 213 juta penduduk Indonesia pada saat ini hidup dibawah garis
kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari
Rp 9.000,00 per hari dan pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat
jumlah perharinya.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja
mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi didalam dan
ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan

keluarga mereka sendiri. Daerah tempat mereka umumnya daerah miskin

BRAWIJAYA

NIVERSITAS

seperti daerah-daerah tertentu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra,

Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara, sehingga mereka bermigrasi kedaerah
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yang kelihatannya menjanjikan kehidupan atau lapangan pekerjaan yang lebih
baik. Selain itu juga sejak kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi
menggariskan untuk lebih mengutamakan ekonomi berbasis industri dari pada

ekonomi berbasis agraris, struktur produksi juga mengalami perubahan.
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Produksi pertanian terus berkurang, proses penyempitan lahan berjalan sangat
cepat, dan kebutuhan tenaga kerja dipedesaan semakin berkurang. Sementara
disisi lain, prodiksi dibidang industri terus meningkat seiring pembangunan
berbagai pabrik dikota. Ini juga menjadi penarik terjadinya migrasi penduduk
dari pedesaan ke perkotaan. Kenyataan menunjukan bahwa kebutuhan tenaga
disektor industri yang harus bertambah tersebut sulit diisi oleh sebagian
penduduk Indonesia dari pedesaan, karena rendahnya pendidikan dan kurang
mendapat peluang ekonomi.

Kebijakan internasional globalisasi ekonami, juga berarti globalisasi
pasar kerja yang membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan
pasokan tenaga kerja dengan upah murah. Didukung oleh kemajuan teknologi
trasportasi, transmigrasi dari suatu negara ke negara lain semakin pesat.
Terutama sejak dibukanya kebijakan pengiriman tenaga kerja keluar negeri
pada tahun 1980-an. Sebagaimana layaknya pasar, maka pasar kerja global
menemukan dua kepentingan, yaitu tingginya angka pencari kerja dengan
sumber daya manusia yang rendah karena rendahnya tingkat pendidikan dan
tingginya permintaan dari luar negeri terhadap tenaga murah dan disektor
domestik dan sektor informal yang tidak membutuhkan tenaga terdidik. Hal
ini mengakibatkan meledaknya pengiriman ttenaga kerja keluar negeri dan

antar kota atau antar pulau disektor domestik sebagai pembantu rumah tangga
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Banyak anak-anak terlantar tanpa perlindungan, sehingga rentan menjadi
korban perdagangan orang karena orang tua mereka bekerja diluar daerah atau
luar negeri.

Sementara kebijakan dibidang ketenagakerjaan, keimigrasian dan
kependudukan yang diharapkan dapat menjadi control untuk melindungi
pekerja migran dan pencari kerja tenyata tidak dapat diharapkan, belum lagi
oknum-oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan. Berbagai
perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dokumen, mulai dari KTP, surat
jalan sampai dengan paspor banyak terjadi.?

Disamping kemiskinan, kesenjangan  tingkat kesejahteraan antar
Negara juga menyebabkan perdagangan orang. Negara-negara yang tercatat
sebagai penerima para korban perdagangan orang dari Indonesia relatif lebih
kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Saudi
Arabia. Ini karena mereka memiliki harapan akan lebih sejahtera jika
bermigrasi ke Negara lain.

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang
terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia
yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagnagan orang. Hal
ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan, bukan semata
karena tidak mempunyai uang, tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan
ekonami serta menambah kekayaan materil. Kenyataan ini didukung oleh
media yang menyediakan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga
membentuk gaya hidup yang materialism dan konsumtif.’

B. Faktor Ekologis

® Dra. Farhana,S.H.,M.H.,M.Pdi.Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta 13220,
hal.50-51

® 1bid.52
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Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu 238 juta jiwa (sensus
2010), dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33
povinsi. Letak Indonesia sangat strategis sebagai negara asal maupun transit

dalam perdagangan orang, karena memiliki banyak pelabukan udara dan
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pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain, terutama
diperbatasan darat seperti Kalimantan Barat dengan Sabah, Australia dibagia

selatan, Timor Leste dibagian timur, dan IrianJaya dengan Papua Nugini.'’
C. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 provinsi.
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda
digunakan digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan
dalam banyak macam bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudia
menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial . secara keseluruhan pola
keturunan paling umum di Indonesia dalah pola bilateral, patrilineal sebagai

pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi.

Dalam masyarakat terdapat = sedikit kesepakatan dan lebih banyak
memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu
menjelaskan Kaitan —antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat
dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu,
diatur oleh budaya diamana individu berada. Dalam suatu masyarakat
homogen yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan di
tegakan oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima norma itu

sebagai suatu hal yang benar. Apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik
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budaya akan muncul, dengan dua bentuk konflik, yakni, Primery dan

Secondary Conflict.

Primary Conflict adalah konflik yang timbul diantara dua budaya yang

berbeda. Teori Primary Culture Conflict ini, masalah kejahatan muncul karena
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adanya imigrasi. Adapun Secondary Conflict adalah konflik muncul dalam
suatu budaya, khususnya ketika budaya itu mengembangkan subkebudayaan

masing-masing dengan norma tigkah lakunya sendiri.**

Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi
juga disebabkan oleh faktor sosial, dimana ada perbedaan antara budaya dan

sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik.*2
D. Ketiadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriaki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki
dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal
ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu,
pengelola rumah tangga dan pendidikan anak-anak dirumah, serta pencari
nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas didalam
rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.
Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda,
subordinasi, marjinalisasi  dan kekerasan terhadap perempuan, yang

keseluruhannya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang

=

< menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan
:3 control atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat
=55

. ! 1bid.56

i 2 1bid.57
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pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, disinyalir
bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan

gender, antara lain dalam hal berikut.

1) Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuandibandingkan dengan laki-
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laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk
bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti
teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja.

2) Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.

3) Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarya
terjadi di era globalisasi.

4) Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam
keluarga atau masyarakat disbanding degan laki-laki.*®

E. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-
nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah =~ yang mantap yang
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak
yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak
tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan
kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat

berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa
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masyarakat untuk taat pada hukum. Penegkan hukum tidak terjadi dalam
masyarakat karena ketidak serasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.
Oleh karena itu permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah, faktor
hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor

masyarakat, dan faktor kebudayaan.**
2.1.4.Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai,
karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban
dari perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang
menurut Agus Hamim dan Agustinanto, yaitu:

a) Kerja paksa seks dan eksploitasi seks — baik di luar negeri maupun di
wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak
dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga
toko, atau pekerjaanpekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa
bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.

b) Pembantu Rumah Tangga (PRT) — baik di luar ataupun di wilayah
Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia
diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk
jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang
tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan

fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau
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kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah
untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor
dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak

mencoba melarikan diri.
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c) Bentuk Lain dari Kerja Migran — baik di luar ataupun di wilayah
Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai
PRT, yang lainnnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak
memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil.
Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja
yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau
bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat
kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

d) Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya — terutama di luar negeri.
Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta
budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada Saat
kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di
industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

e) Pengantin Pesanan — terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan
anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan
asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para
suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga
mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri
seks.

f) Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak — terutama di Indonesia. Beberapa
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di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah
diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Dan
terakhir, Penjualan Bayi yakni baik di luar negeri ataupun di Indonesia.

Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu
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saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan

bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga

Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu

tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.™
2.1.5.Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan
martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa
perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang
terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk dididentifikasi,
sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusianya.

Modus perdagangan orang yang paling menonjol diantaranya disebabkan
kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian,
bencana alam, dan bisa gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang
sangat strategis, kondisi keuangan  negara, perlindngan hokum  serta
penegakan hukum khususnya hokum HAM, rendahnya pemahaman rehadap
moral dan nilai-nilai religius rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang
terus meningkat untuk bekerjanya di luar negeri, dengan iming-imingi gaji
yang sangat besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus,

kurangnya kesempatan Kkerja dalam negeri, budaya masyarakat yang
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konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama di sektor informal sangat
menguntungkan, karena TKI dapat dibayar dengan upah yang rendah,

mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.
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Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-modus yang makin
beragam, karena sistem hukum yang ada di Indonesia masih lemah, khususnya
dalam penegakan hukum TPPO. Oleh karena itu, untuk menjamin dan
melindungi hukum HAM perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan
tentang bahaya perdagangan orang, dan juga regulasi sistem hukum baik
substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu pemberdayaan ekonomi
masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendidikan moral harus terus menerus
disosialisasikan dan diinternalisasikan.

Selain beberapa hal tersebut di atas, modus lain dalam tindak pidana
perdagangan adalah kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah,
pemahaman moral dan agama yang kurang, gaya hidup masyarakat yang
konsumtif, pemahaman akan persamaan gender dalam keluarga dan
masyarakat yang masih bias, rendahnya pendidikan masyarakat, dan kondisi
ekonomi masyarakat yang belum merata.'®

2.2.Kerangka teoritik

2.2.1.Teori Pencegahan dan penaggulangan Kejahatan
A. Taraf Kebudayaan

Hukum pidana merupakan pencerminan kebudayaan suatu masyarakat

S

begitu juga reaksi yang dilakukan untuk menanggulanginya merupakan cara-
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cara yang menggambarkan taraf perkembangan kebudayaan yang tela dicapai

oleh sutu bangsa.

Pada awalnya, pencegahan dan penaggulangan atau respon terhadap

kejahatan merupakan otonomi masyarakat untuk menentukannya. Van Hattum
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menyatakan bahwa tiap-tiap penyerangan terhadap kepentingan hukum (tindak
pidana) pada hakikatnya merupakan serangan terhadap perseorangan atau
kelompok tertentu, kelompok itu pula yang kemudian diberi “kewenangan”
untuk melakuka reaksi terhadap pelaku guna mengembalikan keseimbangan
akibat dilanggarnya kepentingan hukum. Tidak dipersoalkan apakah si

pelanggar berasal dari kalangan sendiri atau kelompok lain.

Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang oleh masyarakat ketika itu
merupakan suatu peletusan hebat rasa marah dan malu (hilang muka), artinya
pembalasan merupakan ekspresi dari rasa marah maupun malu akibat
dilakukannya satu tindak pidana. Pada fase ini hukuman masih dipandang
sebagai upaya yang disebut dengan pembalasan darah (bloedwraak) antara

kelompok atau masyarakat tertentu.*’

Pembalasan darah terus berlangsung bahkan meluas menjadi peperangan
antar masyarakat. Peperangan yang menimbulkan kekhawatiran. Oleh karena
itu, masyarakat menciptakan system baru diman pembalasan darah diganti
dengan composition atau kompensasi, yakni pembalasan darah dapat ditebus
atu dibeli (afkop). Pelaku, Kelompok, atau keluarganya membayar uang damai
(zeongeld,Vrede-gelt) atau memberi “barang damai” kepada pihak yang

dirugikan.
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Sistem kompensasi ini dapat dikatakan meredakan keadaan antara dua
pihak yang bertikai setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Pada awalnya
urusan kompensasi hanya berada ditengah-tengah pihak yang bersengketa.

Lama kelamaan menjadi urusan kelompok masyarakat dan denda yang harus
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dibayar semakin tinggi. Akibatnya, terjadi perang antar kelompok berpotensi

terjadi kembali.

Setelah kekuasaan terpusat makin menguat dalam pengertian hadirnya
negara dalam sengketa hukum dimaksud, maka urusan balas dendam
berpindah ke tangan negara. Masyarakat atau kelompok tidak dapat lagi
melakukan pembalasan atau menuntut pelaku untuk mengganti kerugian.
Kewenangan untuk menentukan hukuman maupun jenisnya ditentukan oleh
Negara melalui undang-undang. Dengan demikian pada saat itu sifat hukum
privat dalam hal terjadinya pelanggaran hukum (pidana) menjadi hukum
publik. Tidak seorang pun diperkenankan untuk menuntut apalagi melakukan

main hakim sendiri kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Begitu juga jenis-jenis hukuman mengalami perkembangan, misalnya
dalam plakat tertanggal 22 april 1808 kepada pengadilan diperkenankan untuk

menjatuhkan hukuman:

a. Dibakar hidup terikat pada suatu tiang (paal)

b. Dimatikan dengan menggunakan suatu keris (kerissen)
c. Dicakar-cakar (brandmerken)

d. Dipukul (geeselen)

e. Dipukuldengan rantai
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g. Bekerja paksa pada pekerjaan-pekerjaan umum

Jenis-jenis hukum tersebut dijatuhkan kepada orang-orang bumi putera,*®
sedangkan terhadap orang-orang Eropa ditetapkan secara sendiri. Rafles,

ketika memimpin di Hindia Belanda melakukan perubahan terhadap sistem
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hukuman khususnya terhadap orang inggris sendiri, misalnya:

o

Pijnbank (tempat untuk menuas orang sebagai hukuman) dihapuskan;

b. Seorang warga negara Inggris tidak boleh dihukum lebih berat daripada
hukuman menurut hukum pidana Inggris dalam hal suatu kejahatan atau
pelanggaran yang sama;

c. Keputusan hukuman terhadp seseorang warga negara Inggris hanya boleh
dieksekusi (dijalankan) setelah dilaporkan kepada Letna Gubernur;

d. Hukuman mati hanya boleh dijalankan setelah dilaporkan kepada Letna
Gubernur;

e. Letna Gubernur berhak memberi grasi atau remisi hukuman untuk

sebagian, hak ini dapat dilakukan dalam hal denda yang tidak penting,

pemenjaraan untuk waktu singkat (korte gevangenzetting) atau hukuman
atas badan yang ringan;

f. Orang Inggris ditundukan juga pada peraturan-peraturan yang ada.

Pada tahun 1848 Interimaire Strafbepalingen diman dalam pasal 1

ditetapkan sebagai berikut:

a. Hukuman mati dilakukan dengan digantung (galg)

b. Kerja paksa dengan dirantai, paling sedikit untuk 10 tahun dan paling lama
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dan sebelum pembuangan itu dijalankan maka terhukum dipertontonkan
kepada umum dibawah alat penggantungan (tentoonstellingonder galg).

c. Kerja paksa dengan dirantai, paling banyak 10 tahun, dan hukuman ini
dilakukan menurut cara yang disebutkan dalam huruf b.

d. Kerja paksa dengan dirantai, paling banyak 10 tahun, dan hukuman
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dijlankan dipulau dimana peristiwa pidana dilakukan, dan sebelum
hukuman tersebut dijalankan mereka yang terhukum dipertontonkan
kepada umum dibawah alat penggantungan .

e. Kerja paksa diluar rantai, paling banyak 10 tahun,karena beberapa
perbuatan pidana yang dengan tegas disebut dalam undang-undang, dan
kepada yang dihukum diberei pembayaran upah.

f. Kerja paksa diluar rantai, yang dijalankan seperti hukuman yang disebut
pada sub e, tetapi dengan pembuangan keluar pulau dimana peristiwa
hukum dilakukan.”

g. Hukuman penjara untuk paling banyak lima tahun karena beberapa
perbuatan pidana yanag dengan tegas disebut dalam undang-undang.

h. Dipukul dengan rotan (paling banyak 40 pukulan) sebagai tambahan bagi
seorang lelaki yang telah dijatuhi hukuman yang disebut pada sub b smpai
dengan sub f.

i.  Hukuman denda sebagai hukuman tambahan (accesoir straf) karena
beberapa perbuatan pidana yang dengan tegas disebut dalam undang-

undang.

Terlihat dari jenis-jenis hukuman tersebut diantaranya masih memberikan
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dipukul dengan rotan, dan seterusnya. Keadaan demikian itu berakhir setelah
disahkannya kodifikasi WvS pada tahun 1915 yang diberlakukan di Indonesia
pada tahun 1918. Berdasarkan kodifikasi KUHP, sampai saat ini, hukuman-

hukuman sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 yang menentukan bahwa
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pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok:
1) Pidana mati
2) Pidana penjara
3) Pidana kurungan
4) Pidana denda
b. Pidana tambahan:
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman keputusan hakim

Sejarah hukum pidana Indonesia pernah mengenal jenis pidana tutupan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pidana
tutupan dijatuhkan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman
penjara tetapi mitivasi dilakukannya tindak pidana tersebut didorong oleh
keadaan yang patut dihormati. Pidana tutupan diatas dijadikan terhadap
mereka yang melakukan delik politik. Dengan demikian jenis pidana tutupan
hanya dijatunkan sekali dalam perjalanan republik, sehingga praktis pidana

tutupan hanya menjadi sejarah hukum pidana Indonesia.”
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Lahirnya pidana tutupan dilatarbelakangi oleh kebutuhan Kketika itu.
Menurut Soedarto, pada awal kemerdekaan terdapat tokoh politik yang
mengadakan semacam “revolusi sosial” di daerah Jawa Barat. Seandainya

tokoh politik tersebut dijatuhi pidana sebagaimana penjahat pada umumnya,
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dirasakan tidak adil mengingat pelasku sebenarnya adalah kawan seperjuangan

dari tokoh-tokoh republik ketika itu.

Pada pasal 1 UU No. 20 tahun 1946 menentukan sebagai berikut:

1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan
hukuman penjara karena didorong oleh maksud yang patut dihormati,
hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan
kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan
tadi adalah sedemikian sehingga hakim berpendapat bahwa hukuman

penjara lebih pada tempatnya.

Dalam RUU KUHP, pengaturan tentang jenis pidana ditentukan dalam

pasal 65 sebagai berikut.

Pidana pokok terdiri dari:

a. Pidana penjara
b. Pidana tutupan
c. Pidana pengawasan
d. Pidana denda, dan

e. Pidana kerja sosial.
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Sementara itu pidana mati ditetapkan sebagai pidana pokok yang bersifat
khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Perancang KUHP
memandang pidana mati merupakan ketentuan yang bersifat khusus. Oleh
karena itu, perlu dikeluarkan dari jenis-jenis pidana pokok sebagaimana diatur

dalam KUHP saat ini.
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RUU KUHP mengintroduksi beberapa jenis pidana baru seperti pidana
tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Ketiga jenis pidana di
masukan dalam rancangan mengingat jenis pidana pokok merupakan
ketentuan yang bersifat eksepsional. Oeh karena itu, selain pengaturan tentang
perampasan kemerdekaan yang secara konvensional telah diakui secara

universal, dibutuhkan jenis sanksi lain yang bersifat non institusional.

Konsepsi tentang pidana tutupan mengakomodasi ketentuan dalam UU
No. 20 tahun 1946. Sementara itu, pidana pengawasan hanya dijatuhkan
terhadap terpidana yang melakukan kejahatan dan diancam dengan pidana
penjara maksimum 7 tahun. Pidana pengawasa ini padanannya adalah pidana
percobaan sebagaimana dikenal sekarang. Sementara itu pidana kerja sosial

diatur dalam pasal 86 RUU yang menentukan sebagai berikut.?!

1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan atau
pidana denda tidak lebih dari pidana denda kategori I, maka pidana penjara
atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1
wajib dipertimbangakan hal-hal tersebut sebagai berikut;

a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan.
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b. Usia layak kerja terdakwa, sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala
hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial.

d. Riwatyat sosial terdakwa

e. Perlindungan keselamatan kerja terhadap terdakwa

f. Keyakinan agama dan politik terdakwa.

g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Pelaksanan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersilkan

Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:

a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang berusia dibawah 18
tahun ke atas.

b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia dibawah 18 tahun.

Pidana kerja sosial sebagaimana di maksud pada ayat 3 paling singkat 7

jam.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama

12 bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan

mata pencaharian dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Jika terpidana - tidak ~memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban

menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana

memerintahakan:

a.  Mengurangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut

b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan

pidana kerja sosial tersebut.
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c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan
pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti

pidana denda yang tidak dibayar.

Semua jenis pidana dalam RUU KUHP mencerminkan tingkat kebudayaan
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yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Jenis-jenis pidana jauh lebih lunak
dan manusiawi dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP
sekarang. Kelunakan jenis sanksi pidana bukan dimaksudkan untuk
memberikan toleransi kepada pelaku kejahatan atau kemurahan hati yang
diberikan pembentuk undang-undang tetapi merupakan pencerminan taraf
kebudayaan bangsa yang ingin- memperlakukan manusia dalam kedudukan

harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa.

Disamping itu jenis-jenis pidana yang diancamkan merupakan refleksi dari
nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang ditetapkan dalam Pancasila
sehingga semua orang akan diperlakukan secara adil dan beradab. Pancasila
dan perkembangan konsepsi tentang HAM menjadi aspirasi perlakuan

terhadap pelanggar hukum (treatment of offenders).

Dalam rangka pergaulan antar negara yang beradab, perlakuan manusiawi
terhadap pelaku tindak pidana merupakan kewajiban moral setiap negara
untuk memenuhinya. Negara-negara nasional menjadi anggota PBB wajib
memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan nasional

masing-masing, agar pelanggar hukum diperlakukan dengan adil.
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B. Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara
msyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai

terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi
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terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh
masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan
ditandai dengan pembagian kerja yang tersusun dan kompleks,reaksi terhadap
kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi
yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis
sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu

bangsa.

Peran badan litigasi yang diberi tugas menyusun undang-undang
membawa perubahan yang signifikan. Yakni beralihnya * kewenangan™ untuk
bereaksi terhadap kejahatan yang semula merupakan ranah masyarakat untuk
menentukannya. Undang-undang dapat dipandang sebagai cara masyarakat
dalam merespon kejahatan. Peraturan perundang-undangan dibidang hukum
pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan
kejahatan dan penjahat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat telah
terjadi sedemikian rupa sehingga pelanggar hukum tidak bisa diperlakukan

dengan sewenang-wenang.?

Pada saat yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan yang
dicirikanoleh balas dendam, maka dalam zaman modern, reaksi terhadap

kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan
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menjalankan pidana yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan dan
mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap kejahatan

dapat dibagi dalam 3 kelompok sebagai berikut:

1. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri
dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti tindakan main
hakim sendiri.

2. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau
peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran
hukum.

3. Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan
kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan pidana.

1. Respon Non Formal

Respon non formal dengan cara-cara yang lunak merupakan upaya
masyarakat untuk bereaksi terhadap kejahatan dengan cara yang dapat

dibenarkan oleh hukum. Respon disini bersifat pencegahan.

Masyarakat - membentuk komunitas sendiri sebagai upaya untuk
“melawan” kejahatan dengan tidak menentang hukum. Ketika begal terhadap
pengendara sepeda motor marak, kelompok masyarakat yang berada dalam
crime area membentuk kelompok untuk menghindari terjadinya pembegalan,
yakni “komunitas pulang malam” artinya masyarakat yang akan pulang
kedaerah rawan kejahatan, berkumpul pada suatu tempat dan pulang bersama-

sama sehingga terjadinya kejahatan dapat dihindari.

Kelompok masyarakat seperti masyarakat anti korupsi (MAKI, ICW),

gerakan nasional anti narkotika (GRANAT) termasuk juga masyarakat



41

pencinta Kamtibmas, merupakan contoh respon informal dimaksud.
Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat didasarkan atas kesadaran
bahwa fenomena kejahatan harus dihadapi namun dengan cara-cara yang tidak

melanggar hukum.
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Kelompokmasyarakat yang sadar keterlibatan lingkungan sepeti
pembentukan siskamling merupakan bentuk respon masyarakat untuk
“membentengi” dirinya dari kejahatan dengan melakukan pengawasan dan
penjagaan didaerahnya sendiri secara Swadaya. Begitu juga asuransi
merupakan cara masyarakat untuk menjaga hak miliknya dari gangguan

Kamtibmas, seperti bahaya pencuri, perusakan, dan kebakaran.?®

Kelompokpengawalan atau pengamanan yang saat ini tengah marak
dilakukanoleh komunitas tertentu, merupakan cara masyarakat untuk bereaksi
terhadap kejahatan. Masyarakat dapat menggunakan jasa pengawalan atau
pengamanan secara terus menerus maupun insidentil atau temporer guna

melindungi dirinya dari kejahatan.

Dalam konteks ini tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk ekstrim
dari respon masyarakat terhadap kejahatan. Masyarakat telah sampai pada
suatu keadaan dimana kejahatan tidak dapat diatasi lagi secara proporsional
oleh penegak hukum. Akibatnya apabila seorang tersangka tertangkat, akan
diadili oleh masyarakat dengan cara-cara kekerasan yang berakibat luka berat

bahkan kematian. Bagaimanapun tindakan main hakim sendiri merupakan

S

perbuatan yang melawan hukum, namun dalam hal ini dipandang sebagai cara
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tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk self help yang dilakukan oleh
masyarakat disamping avoidance atau pengelakan, negosiasi, penyelesaian

dengan bantuan pihak ketiga dan toleransi.

Cara-cara non formal yang dilakukan oleh masyarakat merupakan
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pencerminan kekesalan terhadap kejahatan yang tidak dapat di toleransi lagi.
Tugas negara dalam hal ini penegak hukum memperkecil penggunaan cara-
cara non formal khususnya tindakan main hakim sendiri, karenaakan
berdampak menurunnya penghargaan masyarakat terdap ukum juga terhadap

institusi yang menegakannya.

Tindakan  main hakim sendiri hanya dapat diminimalisasi dengan
penegakan hukum yang proporsional, segala bentuk intervensi harus
dihindarkan, siapapun yang melanggar hukum, tanpa memandang status sosial
akan dikenakan hukuman yang sama. Apabila tindakan tersebut telah
dilakukan, masyarakat kan berlomba-lomba untuk mematuhi hukum, bahwa
dengan mematuhi hukum, keselamatan akan terjamin, hak milik dilindungi,

dan seterusnya.
2. Respon Informal

Pada model kedua ini, reaksi terhadap pelanggaran hukum tidak dilakukan
oleh 'masyarakat sendiri tetapi dilakukan oleh penegak hukum atau oleh
institusi yang mengatasnamakan ‘“Negara”. akan tetapi pendekatan yang
digunakan tidak bersifat formal, yakni dengan menyelesaikan kasus melalui

siding pengadilan.?
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Respon informal dilakukan berdasarkan undang-undang maupun konsepsi
teoritik yang dikembangkan oleh doktrin hukum pidana. Diantara respon

informal:

Pertama, melalui lembaga yang disebut afdoening buiten process, yakni
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dengan membayar sejumlah denda yang ditentukan oleh undang-undang atas

persetujuan aparat yang berwenang.

Penyelesaian diluar persidangan menurut Utrecht merupakan lembaga
yang terkenal dengan nama afkoop, yaitu penebusan tuntutan pidana karena
pelanggaran (overtreding) yang atas perbuatan tersebut tidak ditentukan hukun
pokok yang lain daripada denda, dengan membayar sukarela maksimum
denda, dan dalam hal telah telah diadakan tuntutan, dengan membayar juga

biaya perkara. Pasal 28 ayat 1 KUHP menyatakan sebgai berikut:

Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda asja,
menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-
biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa
pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu

yang ditetapkan olehnya.

Kedua, melalui lembaga yang disebut schikking. Menurut Andi Hamzh,
penyelesaian diluar acara berarti penyelesaian perkara tanpa memajukan
kemuka persidangan pengadilan, dengan pembayaran denda damai yang
diseapakati antara kejaksaan (Agung) dengan tersangka. Dasar hukum

penyelesaian diluar persidangan ini ‘menurut Andi Hamzah adalah asas
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Kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung dapat dilegasikan kepada
kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai demi
lebih mempercepat penyelesaian perkara-perkara pelanggaran hukum yang

bersifat administrative sekaligus demi kelancaran pelaksanaan peraturan
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penyempurnaan stabilitas ekonomi.

Baik penyelesaian diluar pengadilan (afdoening buiten process) maupun
pembayaran denda damai (schikking) merupakan ketentuan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang Dalam hal ini pertimbangan praktis
dijadika acuan dalam pengertian, perkara-perkara yang demikian itu tidak
harus selalu didorong ke pengadilan untuk menyelesaikamnya.25 Apakah
model penyelesaian perkara diatas juga akan merambah kepada delik-delik
yang tergolong kejahatan, waktu jugalah yang akan menentukannya.
Kenyataan di dunia barat penyelesaian diluar persidangan telah banyak
dipraktikan dalam kasus-kasus yang tergolong kejahatan melalui lembaga

yang disebut keadilan restoratif maupun diversi.

Ketiga, pendekatan dengan menggunakan ide keadilan restoratif atau
Restorative justice yang menurut Lafave sebagai bentuk penyelesaian perkara
menurut -hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban dan
keluarganya, atau pelaku maupun pihak lain yang terkait untuk mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali pada
keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep ini digagas pada tahun 1977
yang pada prinsipnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban

dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi
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Keadilan restoratif dapat dipandang dari dua sudut:

1. Keadilan restoratif sebagai proses yang mempertemukan para pihak yang
terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang
mereka alami dalam sebuah kejahatan dan menentukan apa yang harus
dilakukan untuk memulihkan keadaan.

2. Keadilan restoratif sebagai konsep nilai yang mengandung nilai-nilai yang
berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan

bukan penghukuman.

Kedilan restoratif dipahami sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan
pembalasan. Restorative Justice oleh Burt Galaway dan Joe Hudson adalah
“Definisi keadilan restoratif termasuk elemen dasar berikut: Pertama,
kejahatan terutama dipandang sebagai konflik antara individu yang
menghasilkan (luka-luka) korban, masyarakat, dan pelaku sendiri. Kedua,
tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan kedamaian masyarakat
dengan mendamaikan para pihak yang memperbaiki luka yang disebabkan
oleh sengketa. Ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi parisipasi
aktif oleh korban, pelaku dan masyarakat, guna menemukan solusi atas konflik

tersebut”.?®

Restorstive Justice oleh Howard Zehr Ali Gohar juga mendefinisikan

sebagai berikut: restorative justice is a process to involve, to the exent possible
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those two have a stake in a specific offense collectively identify and address
harms needs and obligation in order to heal and put things as right as

possible.

Dalam buku handbook on Restorative Justice Programmes, dikatakan
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bahwa sasarannya adalah:

o

Mendukung  korban, memberikan mereka hak untuk mengemukakan

pendapat, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses

penyelesaian dan menawarkan bantuan untuk mereka

b. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kejahatan yang sampai kepada
upaya konsensus tentang cara terbak untuk merespon hal itu.

c. Mencela perilaku kriminal sebagai hal yang tidak dapat diterima dan
dapat meneguhkam kembali nilai-nilai kemasyarakatan.

d. Membangkitkan tanggung jawab semua pihak yang peduli, Khususnya
pelaku.

e. Mengidentifikasi restorasi yang berorientasi hasilnya kedepan.

f.  Mengurangi residivisme dengan mendorong perubahan perilaku individu
dan memfasilitasi reintegrasi mereka ketengah masyarakat.

g. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan

memberikan informasi kepada aparat yang bertanggung jawab dalam

strategi pengurangan kejahatan.

Kedilan restoratif telah dipraktikan diberrbagai negara, abtara lain di
Selandia Baru yang dapat disebut sebagai cikal bakal praktik keadilan

restoratif didunia. Konsep itu diterapkan khususnya terhadap remaja maupun
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yang telah dicapai dalam FGC menjadi acuan bagi hakim dalam menjatukan
pidana, ada kemungkinan pelaku dijatuhi hukuman ringan. Pada awalnya
dilakukan terhadap kejahatan-kejahtan yang tidak perlu serius. Akhir-akhir ini

praktik telah mencakup kejahatan-kejahatan berat.
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Di Spanyol pada awalnya mediasi hanya ditujukan terhadap perkara
sederhana tetapi saat ini menjadi lebih luas.?” Berdasarkan undang-undang,
pelaku kejhatan khususnya yang belum dewasa dapat bertemu dengan korban
melalui mediasi guna menyampaikan rasa penyesalan dan untuk mendapatkan

kepastian tentang besarnya ganti rugi yang harus diberikan kepada korban.

UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

dalam pasal 1 angka 6 telah menetukan bahwa:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adildengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

pemidanaan.

Meskipun di Indonesia praktik yang demikian itu belum dapat ditunjukan
tetapi gagasan ideal yang demikian itu patut dipertimbangkan. Hal ini
mengingat dalam pandangan orang Indonesia, segala bentuk konflik
merupakan perbuatan salah yang harus dikembalikan keseimbangannya
melalui musyawarah dan dengan tetap meminta pertanggungjawaban pelaku

terhadap kerugian yang telah ditimbulkannya.

IVERSITAS

BRAWIJAYA

UN

7?7 1bid




48

Keempat, diversi. Cara ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-
undang SPPA yng menggariskan bahwa diversi adalah pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar

peradilan pidana. Penerapan diversi sebenarnya adalah untuk menghindari
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pengaruh buruk pemidanaan terhadap seorang anak yang melakukan tindak
pidana Khususnya ketika yang bersangkutan menjalani pidana dilembaga

pemasyarakatan.

Diversi merupakankonsep baru dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP)
Indonesia, sehingga tidak jarang dalam penerapannya nanti akan muncul
berbagai kendala, antara lain belum adanya peraturan perundang-undangan
yang secara khusus mengatur gagasan itu. Begitu juga sarana maupun
prasarana belum memberikan dukungan sepenuhnya agar konsepsi tentang
diversi dapat berjalan efektif dan yang tak kalah pentingnya adalah budaya
hukum masyarakat yang mendukung ide tersebut. Selama ini dipahami bahwa
perkara pidana menyangkut pelanggaran hukum yang bersifat publik, karena

itu “penting” untuk diselesaikan secara privat.

Kelompok ini berpendirian bahwa setiap perkara pidana sekecil apapun
harus dibawa kepengadilan untuk diputuskan hukumannya. Dengan demikian,
membawa kasus melalui diversi atau restorative justice belum dapat diterima
sebagai salah satu penyelesaian perkara pidana yang secara universal telah
diakui dan dipraktikan diberbagai negara. Bagi kelompok ini penyelesaian
secara informal bukan merupakan penyelesaian hukum. Penyelesaian hukum

harus melalui langkah penegakan hukum.
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3. Respon Formal

Respon formal merupakan reaksi negara untuk menaggulangi kejahatan.
Respon formal dimulai dari penyelidikan, dan dilanjutkan dengan penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dan ditetapkan hukumnya oleh
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hakim. Frasa ditetapkan hukum dapat diartikan berupa pemidanaan,
maupuntindakan dalam hal delik yang dipersangkakan terbukti. Apabila
sebaliknya maka terdakwa diputus bebas atau setidak-tidaknya lepas dari

segala tuntutan hukum.

Penjelasan tentang penegakan hukum (law enfocement). Penegakan hukum
dapat ditujukan untuk merealisasikan atau mencapai atau mewujudkan nilai-
nilai hukum agar menjadi kenyataan. Mewujudkan nilai-nilai hukum, yakni
keadilan. Apabila keadilan diwujudkan dalam pengertian semua pihak
diperlakukan dengan adil setelah melalui proses hukum yang fair, maka akan

terwujud substantive justice atau keadilan substantif.

Sebaliknya, apabila penegakan hukum hanya dijalankan agar terwujudnya
kepastian hukum ‘maka kita tidak bicara tentang substantive justice tetapi
procedural justice. Keadilan prosedural ini merupakan proses hukum yang
dilakukan hanya untuk memenuhi ketentuan hukum positif belaka. Tindakan
demikian terkadang dapat mengenyampingkan keadilan substantif. Hukum
telah dijalankan tetapi keadilan diabaikan. Fenomena seperti itu tidak jarang

kita temui karena terjadi dengan berbagai alasan.

Kepada hakim, misalnya telah diberikan kebebasan untuk untuk
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berimbang (proporsiaonal). Proporsionalitas hendaklah dipertimbangkan agar

terwujud keputusan hukum yang adil.®

Dalam literatur dikenal beberapa tipe penegakan hukum, sebagaimana

dikemukakan oleh Joseph Golstein yang membedakan penegakan hukum atas
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total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement.

Pertama, yang dimaksud dengan total enforcement atau penegakan hukum
secara total, yakni penegakan hukum sebagaimana bunyinya undang-
undang.apabila orang yang melakukan perbuatan X maka hukum menetukan

Y sebagai konsekuensinya.

Dalam kenyataan rumusan seperti itu terlalu ideal, bahkan terkadang tidak
mungkin undang-undang menentukan apabila orang dengan sengaja
menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana 15 tahun. Akan
tetapi untuk sampai kepada keputusan penghukuman, ditetapkan beberapa
syarat menurut undang-undang yang harus dipatuhi, misalnya minimum bukti,

keyakinan hakim, dan lain-lain. Tipe ini hampir-hampir tidak dapat dilakukan.

Kedua, yakni full enforcement atau penegakan hukum secara penuh
dimana penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat
teknis, keterbatasan sarana serta prasarana, kemampuan personil, dan lain-lain.
Misalnya keharusan adanya pengaduan dalm clach delicten, perizinan yang
harus ada sebelum  tindakan penyelidikan atau penyidikn dilakukan.
Kesemuanya dapat berupa wilayah abu-abu yang dikenal dengan area of no

enforcenet.
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Ketiga, yakni actual enforcement (penegakan hukum aktual atau
penegakan hukum sesungguhnya. Tipe ini merupakan residu atas dua tipe
sebelumnya. Baik buruknya penegakan hukum terkadang hanya dipandang

dari sudut penegakan hukum aktual ini. Padahal faktor-faktor lain sering di
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abaikan, akibatnya penilaian masyarakat terkadang bersifat sepihak.

Kebijakan umum tidak menegakkan hukum (policy for not to enforce)
sering dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Atas dasar penilaian
tertentu, mengingat ringannya perbuatan, penegak hukum memutuskan bahwa
perkara yang demikian itu perlu dibawa kepengadilan tetapi cukup
diselesaikan secara damai antara kedua pihak. Begitu juga perintah agar
perkara itu diserahkan kepada pihak ketiga guna penyelesaiannya merupakan

bentuk penegakan hukum aktual ini.

Pertimbangan waktu maupun anggaran sering digunakan dalam
memutuskan apakah suatu perkara akan dilanjutkan kepengadilan atau
diselesaikan melalui out of court settlement. Metode terakhir ini belum dapat
berkembang dinegara kita tetapi melalui UU No. 11 Tahun 2012, perlahan-
lahan akan diterima dalam praktik hukum untuk mengimbangi cara-cara

formal dalam penegakan hukum, guna mewujudkan efisiensi daya guna.”

Penegakan hukum secara formal merupakan cara yang tepat apabila cara
lain tidak mungkin dilakukan karena berpotensi akan menimbulkan
kesewenang-wenangan atau ketidakadilan. Sebaliknya apabila cara-cara
informal maupun non formal lebih berdaya guna, cara penegakan hukum

formal dapat dihindari. Hal ini untuk menjunjung tinggi martabat pengadilan
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agar perkara-perkara yamg kecil tidak wusah didorong kepengadilan.
Mendorong para pihak untuk menyelesaikan dengan cara-cara musyawarah
dalam hal para pihak menyetujuinya merupakan tugas penegak hukum untuk

merealisasikannya. Penegakan hukum melalui cara-cara diluar pengadilan
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dengan mengutamakan musyawarah mufakat merupakan ketentuan hukum

yang tidak tertulis karena itu perlu dilestarikan.

C. Upaya Penal-Non Penal

Upaya penal sebagaimana dimaksud oleh Hoefnagels terletak pada
penerapan criminal policy, khususnya pada bagian criminal law application
atau penerapan hukum pidana. Artinya suatu perkara pidana dilakukan
pengutusan - mulai  penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, sampai

pemeriksaan di sidang pengadilan.

Apabila hakim memandang bahwa tindak pidana yang didakwakan
terbukti dan tidak banyak alasan yang menghapuskan kesalahan atau
pertanggungjawaban pidana, maka pada tahap itu hakim harus menetapkan
“hukum” atas peristiwa yang diperiksa di persidangan. Apakah hukum
dimaksud berupa pidana penjara atau mengirim ketempat tertentu atau harus

melakukan kewajiban tertentu, merupakan masalah kebijakan (policy).

Ketika hakim sampai kepada tahap penjatuhan sanksi (tahap pemberian
pidana) maka hakim dihadapkan pada pilihan apakah akan menjatuhkan
pidana sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, atau akan

memberikan putusan yang bersifat non punitif . putusan non punitif adalah
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Namun mengingat sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tidak begitu
parah, hakim dapat memberikan hukuman berupa teguran atau peringatan

kepada yang bersangkutan.®

Ketentuan demikian belum terdapat pengaturannya dalam hukum positif
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tetapi ide seperti itu perlu dikembangkan. Pemaafan oleh hakim (rechterlijke
pardon) dikenal dalam SPP khususnya di Belanda dan pernah juga digagas
oleh perancang KUHP kita, namun gagasan itu dengan alasan yang tidak jelas
ditarik kembali. Rechtsterlijke pardon atau pemaafan hakim merupakan
konsekuensi dari tugas hakim untuk memberikan keadilan untuk dan atas

nama demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Irah-irah atau kepala putusan yang demikian itu menuntujan hakim seakan
mewakili Tuhan untuk memberi keadilan kepada sesame manusia. Dengan
kebijaksanaan atau kearifan karena mempertimbangkan aspek perbuatan dan
pembuatnya hakim smpai kepada kesimpulan bahwa terdakwa tidak usah
dijatuhi pidana tetapi cukup diberikan sanksi berupa tindakan (maatregel atau

treatment), tanpa harus dijatuhkan pidana (staf atau punishment).

meskipun prosedur yang digunakan adalah SPP tetapi berkaitan dengan
sanksi tidak harus berujung pada vonis berupa pemidanaan, dapat juga berupa
tindakan, misalnya pengembalian seorang anak kepada orang tuanya,
peringatan untuk tidak melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu,
permintaan maaf kepada korban dan keluarganya,menggantikerigian dalam hal
terjadi kerugian materil, melakukan ritual tertentu untuk membersihkan

lingkungan dan lain-lainnya.
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Sisi non penal yang menonjol, yakni usaha pemerintah untuk
mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan
(influencing view of society on crime and punishment). Pemberitaan yang

masif tentang terjadinya tindak pidana dan dampak yang ditimbulkannya haris
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dilakukan secara terus menerus, sehingga terbentuk budaya yang tidak mau
berkompromi dengan berbagai bentuk tidak pidana korupsi atau kejahatan

kekerasan lainya.

Upaya untuk mempengaruhi masyarakat merupakan usaha yang secara
sistematik untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana
dan dampak penghukman. Misalnya terhadap seorang terpidana akan dibatasi
hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai menjalani mas
pidananya. Dalam jangka waktu tertentu, seorang tersangka tidak boleh temui
siapapun ketika dilakukan penahanan terhadapnya tujuannya tidak lain guna
memberi kesempatan kepada tersangka termasuk keluarganya guna
mengintrospeksi diri atau menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah

salah.®*

Tugas hanya salah satunya dijalankan oleh penegak hukum, disamping
peranan media masa juga bidang pendidikan memegang peran penting guna
membangun budaya menolak berbagai bentuk kejahatan dan memeranginya
secara sistematik. Media masa harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada
korban, seperti masyarakat dalam hal tindak pidana korupsi. Mereka tidak
boleh melakukan politisasi pemberitaan yang mengakibatkan pengusutan

suatu perkara menjadi kabur. Pernyataan ini perlu ditegaskan mengingat
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sebagian besar media masa saat ini dikuasai oleh kelompok tertentu yang tidak

jarang memiliki aktivitas yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum.

Mempengaruhi pandangan masyarakat bisa juga dilakukan oleh pemuka-

pemuka agama kepada para pemeluknya (meskipun kegiatan ini secara gencar
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telah dilakukan) tetapi kegiatan yang demikian harus dipandang sebagai upaya
untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri
sendiri, keluarga, dan masyarakat bahkan dalam lingkup yang luas
menyangkut keamanan negara. Gerakan moral perlu dilakukan mendampingi
kegiatan penegakan hukum yang dalam batas-batas tertentu memiliki

kekurangan atau keterbatasan.

Dalam upaya ini harus dibangkitkan kesadaran bahwa penegakan hukum
merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kejahatan.
Penegakan hukum secara formal melalui SPP tidak menafikan alternatif
penyelesaian 'di  luar prosedur formal sepanjang tidak menimbulkan

ketidakadilan, kesewenang-wenangan, atau pemaksaan kehendak.

Pengadilan harus didudukan dalam porsi yang tepat, sehingga semua pihak
akan menghormatinya, dan tidak serta merta membawa kasusnya
kepengadilan. Membawa kasus kepengadilan bukan berarti salah tetapi harus
dibayangkan bahwa energi dan biaya akan dikeluarkan untuk sampai kepada
keputusan yang belum tentu diterima semua pihak secara suka rela. Bahkan
ada kecenderungan akhir-akhir ini  lembaga peradilan digunakan untuk
mengulur-ulur eksekusi suatu objek yang tengah disengketakan dengan dalih

masih dalam proses persidangan.
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Upaya yang bersifat non penal lainnya dalam skema Hoefnagels, yakni
mencegh tanpa menggunakan pidana (prevention without punishment), seperti
menerapkan denda maupun sanksi administratif. Penerapan denda sebagai

hukuman merupakan bentuk kebijakan kriminal yang penting disamping
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pidana denda sebagai pengganti pidana penjara atau kerugian. Pidana denda
yang diperberat merupakan kecenderungan negara-negara didunia untuk
digunakan khususnya menghadapi kejahatan dibidang ekonomi yang

menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Penggunaan sanksi pidana yang bersifat non punitif dengan menjatuhkan
denda dan pidana administrasi merupakan salah satu sanksi atau tindakan yang
bersifat ekonomis lebih cocok untuk pertanggungjawaban badan hukum atau

koperasi yang memang lebih banyak terlibat didalam kejahatan ekonomi.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi arief, kejahatan ekonomi merupakan
ciri yang menonjol dari kejahatan terghadap pembangunan masyarakat
bangsa-bangsa di dunia, baik dalam masyarakat yang sudah naju atau modern,

maupun yang sedang mengalami perkembangan kearah modernisasi.

Dalam masyarakat yang tengah berkembang seperti Indonesia, kejahatan
ekonomi merupakan fenomena yang merintangi pembangunan nasional seperti
pengelapan, penipuan, penyeludupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan
bantuan, korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan

ekonomi oleh korporasi nasional dan internasional.*
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Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan ekonomi itu diantaranya adalah
pelanggaran atau penghindaran pajak, pelanggaran perkreditan dan bea cukai,
penggelapan dana-dana masyarakat, pelangaran terhadap peraturtan-peraturan

keuangan, spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah, penyeludupan, delik-
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delik lingkungan, menaikan harga lebih dari faktur, eksploitasi tenaga kerja,
penipuan konsumen, mengekspor dan mengimpor barang-barang dibawah

standard an bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan, dan seterusnya.

Upaya non penal yang tidak kurang pentingnya adalah perencanaan
kesehatan mental masyarakat (community planning mental healt). Penyehatan
mentalitas masyarakat saat ini menjadi relevan untuk direncanakan dengan
lebih “insentif. Merebaknya berbagai tindak kriminalitas khususnya yang
dilakukan oleh penyelenggara negra, menimbulkan krisis teladan
dimasyarakat.masyarakat - justru dipertontonkan dengan berbagai bentuk
penyalahgunaan kekuasaan termasuk juga memanfaatkan kelemahan hukum
sehingga menimbulkan  sinisme yang meluas Kkhususnya terhadap aparat
penagak hukum, mereka justru menjadi bagian dalam mata rantai kriminalitas

itu.

Masyarakat membutuhkan teladan dari pemimpinnya. Oleh karena itu,
program  hidup sederhana bukan sekedar slogan kosong, karena justru
penguasa mempertontonkan kemewahan yang akan ditiru oleh masyarakat
bawah dengan menghalalkan segala cara. Ketika elit politik asyik betikai

dengan sesame untuk urusan-urusan sektoral, masyarakat dilapisan bawah
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menirunya dengan maraknya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku

kejahatan, maupun penjarahan dan aksi vandalisme terhadap fasilitas umum.*

2.2.2.Teori Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan
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suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi
suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal
terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif
semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai
kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi
merupakan Dbagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan
menggunakan sarana hukum pidana (Penal), dan oleh karena itu termasuk
bagian dari “kebijakan hukum pidana” (Penal Policy), khususnya kebijakan
formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan
penegakkan hukum atau “Law Enforcement”.*

Secara harfiah, pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda
”Politiek” dan Bahasa Inggris ”Policy” yang bermakna atau memiliki arti
politik, kebijaksanaa (S. Wojowasito — Tito Wasito W, 1995 : 52). Berbicara
mengenai kebijaksanaan itu, maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain
meliputi: kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan
integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu erat
hubungannya dengan pembangunan nasional yang berkaitan dengan

pembangunan hukum itu sendiri.*®

33 |
Ibid
3% Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum

3> H., Nurhenny, 2010, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar
Grafika, Jakarta
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Tidak dapat dipungkiri lagi, adapun pembangunan merupakan suatu proses
yang berkelanjutan (Continuance) menuju kearah perubahan yang lebih baik,
serta terencana untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun mengenai
pembangunan tersebut, dikuatkan oleh pendapat Saul M. Katz yang ditulis

kembali oleh Kadri Husin, menyebutkan bahwa pembangunan adalah
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perubahan dari suatu keadaan serta tingkat kondisi kemasyarakatan
sebagaimana yang diinginkan untuk menjadi yang lebih baik dibidang sosial.

Pemahaman mengenai pembangunan hukum, bahwa pembangunan hukum
itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh
karena pembangunan hukum ikut menentukan pembangunan nasional. Apabila
dilihat dari eksistensinya, hukum merupakan instrumen dalam memelihara
pembangunan/kehidupan yang tertib, aman, dan adil.*

Bertolak dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa menurut pemikiran
yuridis filosofis konstitusional (karena tertuang dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), kehidupan bernegara,
bermasyarakat, berkehidupan kebangsaan yang bebas ingin dibangun dan
diwujudkan lewat suatu tatanan hukum. Adanya hukum sebagai bagian dari
kebijakan pembangunan kehidupan kebangsaan, dapat berjalan dengan lancar
dan konflik-konflik kepentingan bisa dihindari atau dikurangi serta dapat
menghindari pemborosan hasil pembangunan sebagai biaya masyarakat
(social cost) untuk memelihara suasana kehidupan yang tertib, aman, adil, dan

sejahtera.’’

S
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Dilihat dari segi karakteristik/fungsinya, maka hukum itu bertujuan
menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itupula
harus bersendikan pada keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu
bekerja dengan cara melingkupi perbuatan seseorang atau hubungan antar

orang-orang dalam masyarakat, untuk tujuan tersebut maka hukum
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menjalankan fungsinya :

1) Definisi hukum menurut para sarjana: perbuatan norma-norma, baik yang
memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antar orang
dengan orang;

2) Penyelesaian sengketa-sengketa;

3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi

perubahan-perubahan.

Dalam hal proses perubahan menuju kemajuan, maka hukum mempunyai

fungsi:

a) Sarana kontrol sosial.

b) Sarana untuk melakukan “social engineering” atau rekayasa sosial.*®

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan
hokum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu
sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses
yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif

yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu
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sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai

kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana

yang dikemukakan oleh Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang
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mengatakan bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal
(criminal policy) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam
menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan
kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan

kriminal, yaitu:

1) dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar
dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

2) dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum,
termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

3) dalam arti paling luas (yang dikutip dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan
kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan
resmi, yang Dbertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari

masyarakat.*®
2.2.3.Teori Perlindungan Hukum

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan
berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum.
Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya

dengan pembuat hukum itu sendiri.
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Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah
satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena
dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur

tiap-tiap warga negaranya.
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Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu
hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut
akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum

akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum
merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib

memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya Kita

perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada
subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif

maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai
suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep
bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan

dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan

pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan  Hukum
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dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh hukum.

2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum
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adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan.

3) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa
aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai
ancaman dari pihak manapun.

4) Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari
hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan
perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

5) Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti
dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak
dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek
hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.
Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk

melakukan suatu tindakan hukum.*

IVERSITAS

BRAWIJAYA

UN

< Mardjono Reksodiputro, 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum
dalam Batas-batas Toleransi, , Jakarta, him.76.




64

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya
suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan
sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua

macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

-
o
<

-
=
—
T
o

=2
"y
o
f o 2
Qo
S

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk
bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada
diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai

perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan
Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan
hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya
konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan

BRAWIJAYA

NIVERSITAS

kewajiban masyarakat dan pemerintah.




IVERSITAS

UN

-
o
<

-
=
—
T
o

=2
"y
o
f o 2
Qo
S

BRAWIJAYA

65

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan

dengan tujuan dari negara hukum.*

2.2.4.Teori Sistem Hukum

Kendati para ahli hukum belum sepakat mengenai definisi ilmu hukum,
akan tetapi dari berbagai pendapat yang pernah dikemukakan, dapat
disimpulkan bahwa hukum mempunyai empat unsur, yakni :

a) Di dalamnya termuat aturan atau ketentuan

b) Bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis

€) Aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan
d) Tersedia sanksi bagi para pelanggarnya

Jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefinisikan
sebagai "semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis
yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi
pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada si pelanggar".

Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni
keadilan dan  kepastian  hukum  (perlindungan  hukum).  Tujuan
mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi
kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang.
Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara
berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah

ditegakkan.

* 1bid



66

Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau
faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika kita membicarakan penegakan
hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum.

1) Sistem Hukum

Pengertian Sistem Hukum Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu
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Sistem dan Hukum. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti
tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin systema dan bahasa Yunani
systema pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi
keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti
halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan
terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan
dikaji. Sehingga, setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda
mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya : Hukum adalah
semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada
tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa
negara dalam melaksanakan tugasnya.*?

(Prof. Mr. E.M. Meyers) Hukum adalah himpunan peraturan ( perintah dan
larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus
ditaati oleh masyarakat itu.

(Drs. E. Utrecht, S.H) Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri
dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan
manusia.

(S.M. Amin, S.H) Hukum adalah peratuan-peraturan yang bersifat memaksa,

yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang
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dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran
terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman terentu.
(J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H) Dari berbagai

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan peraturan
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yang bersifat memaksa dan mengikat seseorang agar tercipta kehidupan yang
serasi dan selaras dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga, sistem
hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa
demi terciptanya kehidupan yang serasi dan selaras dengan norma.

Bangsa Indonesia Menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu Bangsa
Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental,
Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak
mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon.

Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa Kontinental yang ada
dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa.
Namun, ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa Indonesia juga
menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem
hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami
penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan
salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental.

Dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas
konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan

selaras dengan sistem hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis

S

sistem hukum Eropa Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia.
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masyarakat golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda
di Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih
banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat.
Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropah Kontinental tampak dalam
semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat
tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam
pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk
melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M.Friedman
Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem
hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi,
bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada.

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi
juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum Yyang dianut oleh masyarakat
internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan
yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum
Indonesia.

Hancurnya sistem hukum di Indonesia, diibaratkan orang sakit akibat
merokok. Jika dianalogikan, orang sakit karena merokok justru tidak pernah
mau mengakui jika sakitnya karena rokok. “Kalau perokok, datang ke dokter,
akan selalu bilang, saya sakit. Tapi pasti tidak mau mengaku karena rokok,
karena ingin tetap merokok,” kata Guru Besar Luar Biasa Ul, Mardjono
Reksodiputra dalam diskusi hukum di kantor Komisi Hukum Nasional (KHN),
Jalan Diponegoro 64, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (7/5/2010). Analogi

tersebut sebagai perumpamaan kepada institusi polisi, jaksa dan hakim yang
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tidak pernah mengakui institusinya salah. Setiap kali ada kasus, mereka selalu
menunjuk itu ulah oknum. “Harusnya mereka mengakui supaya tidak
mengulangi. Jangan seperti perokok yang tidak mau mengaku merokok,”.

Untuk mengetahui lebih mendalam lagi, kita perlu mempelajari apa yang
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menjadi unsur-unsur pokok sistem hukum itu. Para ahli memiliki pendapat
sendiri-sendiri mengenai sistem hukum. Ada juga sistem hukum menurut
Lawrence M.Friedman.*®

2) Teori Sistem Hukum Friedman

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli
sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari
sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)

3. Budaya Hukum (Legal Culture)
4.  Dampak Hukum (Legal Impact)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan
hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum
dan Budaya Hukum.

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini
disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum
itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang

yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka

S

keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
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Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya
aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang
masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental

(meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut
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Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-
peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis
bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di
Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.
Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang
dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau
tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut
telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.
Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata
Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem
Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan
dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi;
mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana
(Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang.
Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat
adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus”meskipun dunia ini
runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila
tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung
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Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan
hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.**
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak

hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen
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yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa
faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum.
Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan
ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas
penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur
hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia
terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta
harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan
sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta
budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai
hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap
hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara
tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik.
Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan
dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja
yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta

memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.
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Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut
dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di
Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa,

hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen
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pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian,
tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga
terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga
kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat
terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.
Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan
menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan
narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit
mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada
atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa
berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas
paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum.
Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan
sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum.
Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah
hukum.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat Kita artikan bahwa berfungsinya
sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai
tujuan hukum, vyaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi

masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan
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oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan
hukum yang telah dibuat.
Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian

besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa
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aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang
ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada
kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan
hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka
derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya
berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena
aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang
dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat
ketaatan tertinggi.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum
selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem
hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni
komponen struktur hukum (legal structure) merupakan kerangka, bagian yang
tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan
terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi
hukum (legal substance) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola
prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang
dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup
keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan

komponen budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-
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Struktur Hukum yang kemudian dikembangkan di Indonesia terdiri dari :
a.  Kehakiman (Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok
kekuasaan Kehakiman)

b.  Kejaksaan (Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan)

-
o
<

-
=
—
T
o

=2
"y
o
f o 2
Qo
S

C. Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Kepolisian
RI)
d.  Advokat (Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat)

Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum,
bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya. Semua itu
harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kalau berbicara mengenai
substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah
sudah perundang-undangannya.

Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk
membentuk  kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman
masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak.
Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan
pelayanan hukum kepada masyarakat. Substansi hukum dalam wujudnya
sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen
resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan
secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang
kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan
konsep hukum law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound,, atau
yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai

hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.
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Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum.
Pembangunan hukum bukanlah pembangunan undang-undang, apalagi jumlah
dan jenis undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam

arti positif, sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit
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banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah
yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan
materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang.

Secara formal kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada
dijantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-ide sosial,
ekonomi, politik dibentuk dan atau diformulasikan secara normatif menjadi
kaedah hukum. Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian kecil dari
kehidupan hukum.*

Secondary rules yang dikonsepkan H.A.L Hart esensinya sama yaitu nilai-
nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada
diluar norma hukum positif model hart, memainkan peranan yang amat
menetukan bagi kapasitas hukum positif.

Walaupun norma-norma hukum yang terdapat dalam setiap undang-
undang secara positif dianggap merupakan panduan nilai dan orientasi dari
setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu saja ada cacat celahnya.perilaku
orang selalu tidak sejalan dengan dengan norma-norma yang ada dalam
undang-undang. Penyebabnya sangat beragam, salah satunya adalah norma-
norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka. Itu sebabnya
sebagian ahli hukum mengatakan bahwa kehidupan hukum lebih merupakan

sebuah mitos, bahkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum hanyalah
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mitos yang indah. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah
direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit,
namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu

direncankan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang
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apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial,
ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global
yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk
diambil ~ adalah  meletakan ~ atau  menggariskan  prinsip-prinsip
pengembangannya. Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD
1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam
pembentukan undang-undang apa Saja, kesetaraan antar lembaga negara,
hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah,
hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan
pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji
substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.

Berkaitan dengan budaya hukum (Legal Culture) ini, menurut Roger
Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang
hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan
sosial. lde-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga
negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan
perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran
dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang
terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum

mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di
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mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat
yang berbeda.
Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu sistem

hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga
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masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum
tersebut.

Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam
hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku
orang menjadi positif terhadap hukum.

Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi
lebih dari pada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan.
Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis
masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan
nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara
positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai nilai yang positif,
maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat
akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak
ada.membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi
mengandalakan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang
berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran
yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara

konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.*®
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1.Jenis Peneiitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian
hukum yang selalu bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari
lapangan atau masyarakat sebagai sumber utama serta dikaitkan dengan
sumber hukum berupa undang-undang dan tulisan yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
3.2.Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis kriminologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan
data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala sosial
lainnya yang bersifat kejahatan atau pelanggaran hukum yang ada dalam
masyarakat, Sehingga dapat diambil data objektif yang dapat menggambarkan
tentang kenyataan atau realita yang kompleks mengenai permasalahan yang
diangkat dalam penulisan ini yakni kejahatan tindak pidana perdagangan
orang di wilayah kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur.
3.3.Lokasi penelitian
Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Wilayah Nusa
Tenggara Timur (NTT). Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan atas kejahatan
dan ancaman perdagangan orang (Human Trafficking) yang terus mengalami

peningkatan setiap tahun di wilayah tersebut.
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3.4.Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.
Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian,

kasus-kasus, waktu, tempat, dengan siafat atau ciri yang sama.! Dalam
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penelitan ini yang menjadi populasi adalah instansi terkait yang berada di
sekitar wilayah Kota kupang yang menangani masalah Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur,

Sampel adalah himpunan atau bagian dari populasi.? Pengambilan sampel
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu
penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan
pada tujuan tertentu.® Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kantor
Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur, Kantor Dinas Sosial
Propinsi Nusa Tenggara Timur, kantor Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kantor Balai Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi
NTT dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Nusa Tenggara Timur.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh
peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam
penelitian ini adalah; polisi dan pihak-pihak terkait dalam mencegah Tindak
Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara

Timur NTT.
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.—'if Berikut adalah nama-nam responden yang memberikan keterangan
- mengenai masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Kepolisian
= Daerah Nusa Tenggara Timur.
=
= Tabel 2
o
= Identitas Responden
S
é-_,_ NO NAMA JENIS NAMA JABATAN
= RESPONDEN KELAMIN INSTANSI
1 Rudy Ledo,Sik Laki-laki DITRESKRIMUM | KASUBDIT IV
POLDA NTT RENAKTA
2 Rudolf Makaruku, Laki-laki DITRESKRIMUM | BA DITRESKRIMUM
SH POLDA NTT
3 Yunita Ifalo Oematan | Perempuan DITRESKRIMUM | BANIT SUBDIT IV
POLDA NTT RENAKTA
4 Ferdinan Boys Laki-laki DITRESKRIMUM | BANIT SUBDIT IV
POLDA NTT RENAKTA
5 Djafar Alkatiri Laki-laki DITRESKRIMUM | PANIT SUBDIT IV
POLDANTT RENAKTA
6 Wilhelmus Rudolph Laki-laki DITRESKRIMUM | BA UNIT 11 SUBDIT
Taebonat POLDA NTT IV RENAKTA
7 A. Lette Laki-laki POLRES Kupang | BA SATRESKRIM
Kota UNIT TIPITER
8 Marten Lenggu,S.H Laki-laki POLRES Kupang | BANIT SATRESKRIM
Kota UNIT TIPITER
9 Fredik Muskanan Laki-laki Dinas Sosial KASI RTS,
Provinsi NTT NAPZA KM
10 | Timoteus K. Suban Laki-laki BP3TKI Provinsi KASI
NTT PERLINDUNGAN
DAN
PEMBERDAYAAN
TKI
11 | Mutiara Dharmanto Laki-laki Dinas KASI PENGAWASAN
Pa, S.SOS. NAKERTRANS KETENAGAKERJAAN
Provinsi NTT
12 | Yuliana Magdalena Perempuan (LSM) JPIT Relawan Anti TPPO
Benu
13 | Tin Zacharias Perempuan (LSM) JPIT Relawan Anti TPPO
14 | Juandini Lapaan Perempuan (LSM) JPIT Relawan Anti TPPO

Sumber : Responden tentang TPPO di NTT, diolah 2019

<C
=
=




81

3.5.Jenis dan Sumber Data
3.5.1.Data Primer
Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden dalam

penelitian di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,
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dengan mengunakan teknik wawancara ataupun quesioner. Data primer yang
dicari dalam penelitian ini adalah Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya
Tindak Pidana Perdagangan Orang diwilayah Kepolisian Daerah Nusa
Tenggara Timur, Upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dalam
mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kepolisian
Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian
Daerah Nusa Tenggara Timur untuk mencegah terjadinta Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

3.5.2.Data Sekunder

Data sekunder adalah penunjang data primer yang berasal dari buku atau
jurnal dan Website dari internet yang memuat Link yang berkaitan dengan
objek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan kriminologi, tindak
pidana perdagangan orang, hasil-hasil penelitian tentang hukum pidana dan
perdagangan manusia, serta data-data yang di dapatkan dari aparatur negara
dalam hal ini adalah polisi terkait dengan Tinda Pidana Perdagangan Orang

(TPPO).

3.6.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data (Input) merupakan satu langkah dalam metode ilmiah
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melalui prosedur sistematik, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik
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keperluasan analisis dan pelaksanaan pembahasan (Process) suatu penelitian
secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (Output)
dan sebagai upaya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

Tekni pengumpulan data yang digunakan meliputi

-
o
<

-
=
—
T
o

~—2
"y
o
f o 2
Qo
S

3.6.1.Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik yang dapat digunakan dengan cara
diskusi yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, perasaan dan
motivasi dari narasumber. Wawancara ini akan dapat menciptakan suasana
akrab antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai dan juga dinilai

efektif untuk mengumpulkan data.

Teknik wawancara mempunyai keuntungan-keuntungan antara lain:

a) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan lebih cepat

b) Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pernyataan adalah
tepat.

c) Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila
jawaban-jawaban yang diberi melewati batas ruang lingkup masalah yang
diteliti.

d) Kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung.

Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang memerlukan
keterangan yang akurat tentang segala sesuatu yang rinci yang dipahami oleh
narasumber dalam hal tindak pidana perdagangan orang di wilayah kepolisian

daerah Nusa Tenggara Timur.
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Teknik yang digunakan untuk mencari data berdasarkan dokumen yang
menjadi objek penelitian mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di

wilayah kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur.

3.7.Cara Mengolah Data
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Setelah semua data yang diguanakan dalam penyusunan penelitian ini
terkumpul (data lapangan maupun data kepustakaan), dilakukan analisis data.
Analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumentasi, serta
observasi lapangan muapun data studi kepustakan akan diuraikan dan
dijelaskan mengenai makna yang tendung (filosofis) yang sebenarnya tentang
apa ayang terajadi di dalamnya.

3.8.Analisias Data

Sesuai dengan pendekatan penelitain yang diguanakan adalah kualitatif,
maka teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumbpulan
analisis ini merupakan kegiatan yang dilakukan bersamaan dan saling
menjalin diantara reduksi data, sajian dan dan penarikan kesimpulan.

Dalam menganalisis data secara kualitatif, dilakukan kepada setiap data
yang telah dikumpulkan dan terbuka, untuk penyempurnaan mengunakan data
baru. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang untuk melihat kembali hasil
temuan penelitian yang selama ini telah dilakukan guna menghasilkan
penelitan yang efektif.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan tekni analisis data dilakukan
dengan langkah sebagai berikut:*

1. Melakukan seleksi/reduksi terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh, baik

BRAWIJAYA
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bersumber dari studi kepustakaan maupun lapangan, akan di kelompokan
menjadi kelompok-kelompok data sesuai fokus permasalahan dalam
penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk mempertegas,

memperpendek, membuat focus, membuang data yang tidak perlu dan
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mengatur data yng telah di peroleh selama penelitian. Data mentah
tersebut selanjutnya akan di reduksi antara data yang satu dengan yang
lainya, yang disusun secar sistematik.

2. Data yang sudah direduksi selanjutnya akan disajikan secara sistematik
dan menurut kelompok masing-masing. Penyajian data ini dapa berupa
gmbar, table, dan hasil wawancara, yang bermanfaat untuk menganlisis,
guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan penarikan
kesimpulan. Hal ini juga dapat membantu untuk mengetahui apakah data
yng telah dikumpulkan sudah cukup dan sesuai dengan fokus dalam
penelitian ini. Apabila belum maka dilakukan kegiatan pengumpulan data
tambahan untuk mendukung penariakn kesimpulan dalam penelitan ini.

3. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses pengumpulan data
berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat
dan mempertanyakan kembali, sambil melihat secara pintas pada catatan
lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan jelas.

3.9.Sistematika Penulisan
Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai

susunan penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika

S

penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan
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Hasil penelitian ini di susun memjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis
yang terdiri dari 5 (lima) Bab.

Tiap-tiap Bab akan dirinci lagi menjadi sub bab dan akan disajikan dalam
bentuk deskripsi sebagai berikut;
BAB | PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian.
BAB Il KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini terdiri dari teori atau pendapat dari para ahli dan teori-teori
lain yang berkaitan dengan dengan Tindak Perdagangan Orang atau (Human

Trafficking).

BAB Il METODE PENELITIAN

Pada Bab ini terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitan lokasi
penelitian, jenis dan smber data, teknik pengumpulan data, populasi dan
sampel, cara pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini terdiri dari gambaran umum di tempat penelitian dan
pembahasan-pembahasan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di
wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini terdiri dari kesimpulan penulis yang merupakan inti dari
penelitian yang tersaji secar detail serta saran dari penulis yng merupakan
sumbangsih pemikiran berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh
penulis di lapangan mengenai tindak pidana perdagangan orang di wilayah

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, agar dapat memberikan manfaat
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bagi masyarakat pada umumnya dan memberikan sumbangsih bagi semua

instansi penegakan hukum di masa mendatang.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
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Pencegahan terjadinya perdagangan orang dan/atau pencegahan terjadinya
TPPO adalah segala upaya atau tindakkan yang dilakukan secara sadar dan
bertanggung jawab untuk meniadakan, mengalami faktor-faktor terjadinya
perdagangan orang dan/atau TPPO™.

Pada konteks hukum pidana, TPPO dikategorikan sebagai “Misdrijven”
atau yang dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai kejahatan. Dalam
perspektif hukum pidana, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan atau
tindakan dari subjek hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum.
Artinya, bagaimanapun buruk/jahatnya suatu perbuatan atau tindakan, namun
sepanjang perbuatan atau tindakan itu tidak dilarang didalam produk
perundang-undangan pidana, maka perbuatan atau tindakan itu tetap dianggap
sebagai perbuatan atau tindakan yang buatan kejahatan. llmu hukum pidana
juga mengajarkan bahwa yang disebut kejahatan dapat terjadi dimana saja,
kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan
dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat,
waktu dan jenis kejahatan tersebut.

Ditinjau dari ilmu yang mempelajari tentang kejahatan (Kriminologi),
Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja (Dolus) dan dilakukan secara sadar dengan maksud
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tertentu untuk menguntungan diri sendiri yang merugikan orang lain atau
masyarakat. Pada perkembangan terkini, unsur utama dari suatu tindak
kejahatan tidak harus dilihat dari aspek kesenggajaan (Dolus) saja, tetapi juga
dari aspek kealpaan (Culpa). Bahkan dalam perspektif hukum hak asasi

manusia, kejahatan dapat terjadi juga karna Acts Of Commission (tindakan
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untuk melakukan) oleh pihak Negara atau pihak lain yang tidak diatur secara
memadai oleh Negara atau karna acts of omission (tindakan untuk tindak

melakukan tindakan apapun/pembiaran) oleh Negara.?

RUMUS TERJADINYA KEJAHATAN
C=1+M
Keterangan :

1. C = Crime/kejahatan
2. | = Intention/niat
3. M= Moment/kesempatan

Dalam teori kriminologi, kejahatan (Crime) dapat terjadi karena ada niat
(Intention) dan kesempatan (Moment). Intention/niat ini dapat dihubungkan
dengan factor moral, budaya, individu, keinginan, dsb. Sedangkan,
moment/kesempatan ini memiliki keterkaitan dengan factor sistem, struktur
social, politik dan ekonomi, struktur pengawasan, hukum, permasalahan
kelembagaan, dll.

Rumus yang demikian pada dasarnya menunjukan bahwa apabila ada

intention/niat untuk melakukan crime/kejahatan tetapi tidak ada

S

moment/kesempatan, maka tindakan crime/kejahatan tersebut tidak akan

terjadi.sebaliknya jika moment/kesempatan untuk melakukan crime/kejahatan
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itu ada dan terbuka lebar tetapi intention/niat untuk melakukannya sama sekali
tidak ada, maka tindakan crime/kejahatan juga tidak terjadi®
4.2.Konsep Pencegahan TPPO Dalam Prespektif Yudiris
Menurut Henny Nuraeny, membahas pencegahan tindak pidana termasuk

TPPO, tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang oleh
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secara keseluruhan  merupakan bagian dari penegakan  hukum(Law
Enforcement) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakt.
(Social Defence).

Membahas konsep pencegahan kejahatan (termasuk TPPO), harus di
fokuskan pada upaya pencegahannya dan tidak boleh terjebak pada aspek
penjahat dan atau kejahatannya. Dalam mendesain konsep pencegahan TPPO
tidak dapat terlepas dari kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan
yang termasuk dalam bidang kebijakan criminal (Criminal Policy) yang pada
implementasinya mengunakan sarana hukuman pidana, dan oleh karena itu
termasuk bagian dari kebijakan hokum pidana.’

Kebijakan hukum pidana untuk pencegahan dan penanggulangan
kejahatan dengan mempergunakan sarana hukum pidana (Penal), merupakan
cara yang paling tua dan sama tuanya dengan peradapan manusia. Menurut
Barda Nawawi Arief penggunaan sarana hukum pidana (Penal) untuk
pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak selamanya efektif karena

mempunyai keterbatasan/kelemahan, yakni :

1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan

hukum pidana ;

BRAWIJAYA
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2) Hukum pidana merupakan bagian (Sub Sistem) dari sarana kontrol sosial
yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah
kemanusiaan dan kemasyarakatan (sebagai masalah sosial psikologis,
sosial politik, sosial ekonomi, sosial kultural, dan sebagainya) yang sangat

kompleks.
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3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya
merupakan “Kurieren Amsymptom”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya
merupakan “pengobatan simtomatik/gejala” dan bukan “pengobatan
kuasatif/sebab”;’

4) Sanksi hukum pidana merupakan “Remedium” yang mengandung sifat
kontraproduktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta samping
yang negatif;

5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair/bukan  keuntuhan dan
individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;

6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi yang
bersifat kaku dan imperatif;

7) Bekerja/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang

lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.°

Dalam perkembangannya, disadari bahwa usaha-usaha rasional untuk
melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya cukup
dengan menggunakan sarana hukum pidana (Penal), tetapi harus juga

mempergunakan sarana-sarana Non Penal (sarana diluar hukum pidana)

S

secara komplementer dan terintegrasi. Penggunaan sarana hukum pidana
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(Penal) hanya sebagai Ultimum Remidium, yakni sanksi pidana dipergunakan

manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya.’

Menurut, barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal merupakan bagian

integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya
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untuk mencapai kesejaterahan masyarakat ( Social Welfare). Oleh karenanya,
tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejateraaan masyarakat.

Kebijakan dalam rangka menyejaterakan masyarakat (Social Welfare
Policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat (Social Defense Policy).
Kebijakan perlindungan masyarakat dituangkan dalam kebijakan kriminal
yang dalam upayanya untuk mencapai tujuan menggunakan sarana penal dan
nonpenal, sehingga kebijakan penal dan nonpenal merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk
mencapai kesejateraan masyarakat atau kata lain merupakan kebijakan

integral.8

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan menurut Muhamad
Zainuddin (2007 : xxii), harus dilakukan secara sistemmatis dan intergral
dengan mengutamakan keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat
(Social Defence) serta upaya kesejaterahaan masyarakat (Social Welfare).
Penegasan tentang perlunya pendekatan integral penanggulangan kejahatan

yang diintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan

S

pembangunaan, juga disampaikan oleh Sudarto bahwa apabila hukum pidana
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penggunanya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau

.

.aC.I

“planning for social defencei” sisoal defence planning ini pun harus

merupakan bagian yang intergral dari rencana pembangunan nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya

repository.ub

juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya
untuk mencapai kesejaterahan social. Hubungan tersebut secara skematis

dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan 1

Konsep Integral Pencegahan Kejahatan

SOCIAL GOAL
WALFAREPOLICY

[ SOCIAL ] SOCIAL WALFARE/SOCIAL DEFENCE

POLICY

-
SOCIAL
L DEFENCEPOLICY

— o Formulasi
( PENAL . Aplikasi_ ]—
CRIMINAL POLICY e Eksekusi

—> NON PENAL
Keterangan : Bagan ini diadopsi dari Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan, Penerbit Kencana Prenanda Media
Group,Jakarta, 2010, Hal. 78.

Skema diatas menggambarkan bahwa pencegahan dan penanggulangan
kejahatan harus menunjang tujuan (goal), yakni Social Welfare Dan Social

Defence. Kedua aspek tersebut yang saat penting adalah aspek

S

kesejateraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai

kepercayaan,kebenaran,kejujuran dan keadilan.®
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Menurut Barda Nawawi Arif, skema diatas juga menjelaskan bahwa upaya
penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan harus
dilakukan secara integral, dalam arti ada keterpaduan antara politik criminal

dan politik social serta ada keterpaduan dan keseimbangan antara upaya
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penanggulangan kejahatan dan Penal dan Non Penal.

Pendekatan integral untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan
dengan mekanisme Penal Dan Nompenal, dapat dilakukan secara

fungsional/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2) Tahap aplikasi (yudikatif/yudisial)

3) Tahap eksekutif (kebijakan eksekutif/adminitrasi).

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan
penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penangak hukum, tetapi
juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislative), bahkan kebijakan
legislatif merupakan tahap paling strategis dari Penal Policy. Karena itu,
kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang
dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan
pada tahap aplikasi dan eksekusi.

4.3.Pencegahan TPPO Versi UUPTPPO
Pencegahan TPPO dapat berjalan apabila semua komponen (masyarakat,

pemerintah dan aparat penegak hukum) dapat menjalakan fungsi dan tugasnya

S

sesuai dengan amanat peraturan Perundang-undangan. Menurut pasal 56
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Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program,
kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan
penanggulangan masalah perdagangan orang (Pasal 57 ayat (2) UUPTPPO).%?

Untuk melaksanakan pemberantasan TPPO, Pemerintah dan pemerintah
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daerah wajib mengambil langkah - langkah untuk pencegahan dan penanganan
TPPO (Pasal 58 ayat 1 UUPTPPO). Demi mengefektifkan dan menjamin
pelaksanaan langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan TPPO,
pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari
pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi (Pasal 58 ayat 2
UUPTPPO).

Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat
menteri yang ditunjuk berdasarkan peraturan Presiden (Pasal 58 ayat 5
UUPTPPO). Sesuai amanat pasal 6 peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008,
tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana perdagangan
orang, Ketua gugus tugas pusat adalah menteri Negara koodinator bidang
kesejahteraan rakyat dan ketua hariannya ialah menteri Negara pemberdayaan
perempuan. Sedangkan anggota gugus tugas pusat terdiri dari : menteri dalam
negeri, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri agama, menteri hukum
dan HAM, menteri perhubungan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi,
menteri social, menteri kesehatan, menteri pendidikan nasional, menteri

kebudayaan dan pariwisata, menteri komunikasi dan informatika, menteri

S

negara perencanaan pembangunan/kepala Bappenas, menteri negara pemuda
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Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional, Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia, Kepala badan intelijen Negara, kepala badan pusat
statistic."!

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, tentang Paduan
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Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengamanatkan untuk struktur
kelembagaan Gugus Tugas dibagi menjadi 6 Sub :

1) Sub Gugus Tugas pencegahan dan Partisipasi Anak

2) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan

3) Sub Gugus Tugas Rehabilitas Sosial, Pemulung dan Reintegrasi

4) Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

5) Sub Gugus Tugas Kerjasama Dan Koordinasi.

Menurut pasal 8 perpers no. 69 Tahun 2008, Anggota Gugus Pusat
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Atas usul Ketua Gugus Tugas Pusat.
Anggota Gugus Tugas Pusat dijabat secara Ex Officio oleh jabatan structural
atau fungsional pada masing-masing unsur (Pasal 9 Perpres No. 69 Tahun
2008). Untuk Membantu Kelancaran pelaksanaan tugas pasal 11 perpres no.
69 Tahun 2008 mengamanatkan untuk gugus Tugas Pusat diperbentukan unit
kerja sekretariat.

Sekretariat dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada

dilingkungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, yang ditetapkan

S

oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat

dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung
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jawab kepada Gugus Tugas Pusat dan secara adminnistrasi bertanggung jawab
kepada menteri. Sekretariat bertugas memberikan dukungan teknis dan
administrative kepada Gugus Tugas Pusat.

UUPTPPO mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk gugus tugas

yang beranggota wakil-wakil dari pemerintah daerah penegak humum,
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organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan
peneliti/akademisi (Pasal 58 ayat 3 UUPTPPO). Menurut pasal 12 ayat 2
Perpers n0.69 Tahun 2008, Gugus Tugas Provinsi Berada Dibawah dan
bertanggung jawab kepada gubernur. Sedangkan Gugus tugas Kabupaten/Kota
Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota (pasal 13
ayat 2 Perpers No. 69 tahun 2008).

Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan
anggaran Gugus Tugas Provinsi Dan Gugus Tugas Kabupaten/kota diatur
sesuaidengan ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi,keanggotaan, dan
anggaran gugus tugas pusat yang diatur dalam peraturan presiden ini (Pasal 14
Perpers No. 69 Tahun 2008). Dengan kata lain, Gugus Tugas provinsi dan
Gugus Tugas kabupaten/Kota harus mengacu pada format dan bentuk dari

Gugus Tugas pusat.
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Bagan 2

.ub.ac.]

KETUA

Menteri Koodinator Bidang
Kesejateraan Rakyat

repository

KETUA HARIAN

Menteri Negara Perempuan dan
Perlindungan Anak

SEKRETARIAT

KEMENTERIAN : \ / LEMBAGA: \ PENEGAK HUKUM:
1. Menteri Dalam Negeri 1. Kepala Badan Nasional 1. Kepala Kepolisian
2. Menteri Luar Negeri Penempatan dan Negara RI
3. Menteri Keuangan Perlindungan TKI 2. Jaksa Agung RI
4. Menteri Agama (BNP2TKI)
5. Menteri Hukum dan HAM 2. Kepala Badan Intelejen STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS

i 3. Kepala Badan Pusat PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK

g' Menteri Perhubungan b PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUSAT

Menteri Tenaga Kerja Dan \ Statistik (BPS) /
Transmigrasi
8. Menteri Sosial

9. Menteri Kesehatan Keterangan : Bagan ini diadopsi dari Peraturan Menteri
10. Menteri Pendidikan Nasional Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
11. Menter! ParIW'S?ta . Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012,
12. Menteri Komunikasi dan

Tentang Paduan Pembentukan dan Penguatan Gugus

Informasi . .
13.Menteri Negara Perencanaan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Pembangunan (Ka. BAPPENAS) Perdagangan Orang

14. Menteri Negara Pemuda dan

Olahraoa /

Sub Gugus Tugas Pencegahan Sub Gugus Tugas Pencegahan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan
dan Penanganan TPPO Pusat dan Penanganan TPPO Pusat Penanganan TPPO Pusat Rehabilitasi
Pencegahan Dan Partisipasi Rehabilitasi Medis Sosial,Pemulangan dan Reintegrasi

Sub Gugus Tugas Pencegahan
dan Penanganan TPPO Pusat
Pusat Pengembangan Norma

Hukum

Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan

Penanganan TPPO Pusat Pusat Penanganan TPPO Pusat Pusat
Penegak Hukum Koodinasi dan Kerjasama
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Pengaturan terperinci terkait dengan tugas, susunan organisasi, anggota,
dan anggaran Gugus Tugas Provinsi Dan Gugus Tugas Kabupaten/kota diatur
peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, tentang paduan pembentukan dan

penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana
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perdagangan orang. Gugus tugas yang merupakan lembaga koodinatif,
menurut Pasal 58 ayat 4 UUPTPPO. Bertugas untuk :
a) Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO
b) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatian, dan kerjasama
C) Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi
rehabilitas, pemulung, dan reintegrasi social
d) Memantau pelaksanaan penegak hukum
e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi
Demi menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah
pemberantasan TPPO secara terpadu, Pasal 15 Perpers no 69 tahun 2008
mengharuskan gugus tugas pusat, gugus tugas provinsi, dan gugus tugas
kabupaten/kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan
instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakkan,
program, kegiatan, dalam bentuk rencana aksi nasional dan rencana aksi
daerah.
Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah dari

gugus tugas, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan

S

anggaran yang di perlukan (Pasal 58 ayat 6 UUPTPPO) dalam rangka

menjamin efektivifas langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO,
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gugus tugas provinsi, dan gugus tugas kabupaten/kota melakukan koodinasi,
pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan secara periodic. Untuk
mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan TPPO,

pemerintah republic Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional,
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baik yang bersifat bilateral,regional,maupun multilateral (Pasal 59 ayat 1
UUPTPPO). Kerja sama internasional dapat dilakukan dalam bentuk
perjanjian bantuan timbalbalik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama
teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal
59 ayat 2 UUPTPPO).

4.4 Pendekatan Berbasis Masyarakat Dalam Pencegahan TPPO

Dalam upaya pencegahan TPPO, masyarakat diharapkan untuk berperan
serta (Pasal 60 ayat (1) UUPTPPO). Peran serta masyarakat dalam pencegahan
TPPO, diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan /atau
melaporkan adanya TPPO kepada Negara hukum atau pihak yang
berwajib.(Pasal 60 ayat 2 UUPTPPO).

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO,
diprlukan bukan hanya untuk kepentingan pemulihan dan reintegrasi bagi
korban secara individual maupun sekedar bertujuan memperluas dukuangan
atau keterlibatan untuk gerakan pencegahan, tetapi dalam rangka hak dan
demokrasi. Hal ini menjadi penting sebab masyarakat atau komunitas
dimaksud adalah “pilar” terdepan yang langsung berhadapan dengan kebijakan

criminal (Criminal Policy) terkait pencegahan TPPO. Selama ini, masyarakat

S

atau komunitas selalu direduksi haknya atas nama kepentingan Negara,
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1. Kewajiban untuk menghormati (Respect).
Kewajiban ini menurut Negara, dan semua aparaturnya untuk tidak
bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau

pelanggaran pada kebebasan mereka.

-
o
<

-
=
—
T
o

=2
"y
o
f o 2
Qo
S

2. Kewajiban untuk melindungi (Protect).

Kewajiban untuk melindungi pada dasarnya menurut negara dan

peraturannya harus melakukan tindakan yang memadai guna melindungi

wagga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok,
termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka.
3. Kewajiban untuk memenuhi (Fulfill).

Kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara sehingga melakukan

tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang didalam peluang

yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan terhadap merekan yang
memerlukan sebagaimana yang dikenal dalam instrumen hak asasi dan
tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi.

Konsekuensi dari gagalnya pelaksanaan Negara beserta aparatusnya dalam
menjalankan kewajibannya ini, telah mengakibatkan marak terjadinya TPPO
karenanya, untuk tujuan pencegahan TPPO, pemerintah wajib menbuka akses
seluas-luasnya bagi peran masyarakat,baik pada level local, regional, nasional
maupun pada tataran internasional, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku (Pasal
61 UUPTPPO).

Dalam rangka membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat

BRAWIJAYA
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pencegahan TPPO berbasis masyarakat (Community Based Approach) adalah
sesuatu yang rasional dan relevan. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis
masyarakat (Community Based Approach) dipahami sebagai upaya
pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan
mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara
mandiri.

Pencegahan TPPO dengan pendekatan berbasis masyarakat/komunitas ini
dalam penerapannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip, sebagai
berikut : partisipasif, transparansi, dan akuntebilitas, bersinergi, voluntarisme,
berorientasi pada korban serta berkesinambungan. Untuk melaksanakan peran
sertanya, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum (pasal 62
UUPTPPO). Peran serta masyarakat harus dilaksanakan secara bertanggung

jawab (pasal 63 UUPTPPO).
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PRINSIP PENCEGAHAN TPPO DENGAN PENDEKATAN BERBASIS
MASYARAKAT/KONITAS VERSI PIAR NTT

1. Partisipasif, artinya bahwa semua elemen yang terkait harus terlibat dan dilibatkan
dalam merencankan dan melaksanakan upaya pencegahan TPPO.

2. Transparan dan akuntabel, artinya dalam gerakan pencegahan TPPO semua
elemen memperoleh informasi yang cukup dan dilakukan secara terbuka dan
diakses.

3. Voluntarisme, Artinya semangat kerelaan dan kerelawaan dari
masyarakat/komunitas dalam kerja-kerja pencegahan TPPO harus ditanamkan.

4. Berorientasi pada korban, artinya dalam mendesain program pencegahkan TPPO
harus dikonsultasikan dan/atau mendapat masukan dari pada korban TPPO.

5. Bersinergi, artinya dalam melakukan pencegahan TPPO, harus dibangun dan
dipastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang
harmonis dengan para pemamngku kepentingan .

6. Berkesinambung, artinya gerakan pencegahan TPPO bukan proses yang pendek,
karena itu perlu dipastikan bahwa masyarakat proaktif melakukan upaya
pencegahan.
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Sumber : Diolah dari Sarah Lery Mboeik, advokasi pemberantasan tindakan pidana
perdagangan orang dalam prespektif Hak Asasi manusia, Makalah disampaikan dalam
Worshop perumusan strategi  Advokasi untuk Pemberantasan Tindakan Pidana
Perdagangaan Orang, yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Pengembangan Inisiatif
dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), di Hotel Joniar Kota KUpang, pada tanggal 20
Februari 2012.

Pencegahan TPPO dengan pendekatan berbasis masyarakat/komunitas
harus merupakan suatu gerakan yang teroganisir dan terlembaga. Karenanya,
dalam melakukan pencegahan TPPO dengan pendekatan berbasis masyarakat
/komunitas, ada tiga strategi yang bisa diterapkan secara komplementer, yakni
4.4.1.Strategi Preventif (Pencegahan)

Sifatnya adalah untuk mencegah, dan dapat dilakukan dengan:
a) Pastikan anda bukan pelaku (4dder) TPPO. Ini dapat dilakukan dengan

tidak menjadi pihak yang melakukan (Pleger) TPPO, tidaak menjadi pihak

S

yang membujuk/menganjurkan melakukan (Uitlokker) TPPO, tidak

menjadi pihak yang turut melakukan (Medeplegar), tidak menjadi pihak
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tidak menjadi pihak yang merencanakan atau melakukan permufakatan
jahat untuk melakukan TPPO.

b) Lakukan kegiatan kampanye untuk mengajak masyarakat luas terlibat
dalam gerakan perlawanan terhadap TPPO.

¢) Lakukan penyuluhan hukum dan pendidikan hukum kritis terkait
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UUPTPPO yang melibatkan kepolisian dan/atau Kejaksaan Negeri.

d) Melakukan sosialisasi terkait dengan seluk-beluk dari TPPO beserta
dampaknya.

e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan tentang
perlindungan terhadap korban TPPO (terutama perempuan dan anak).

f) Melakukan pertemuan dan pelatihan tingkat desa untuk meningkatkan
peran perempuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap
korban TPPO.

g) Mendorong terbentuknya institusi/lembaga Anti Trafficking yang focus
pada kerja-kerja pencegahan dan penanganan korban.

4.4.2.Strategi Detektif (Deteksi dan Identifikasi)

Sifatnya adalah untuk menyelidiki atau mencari tahu apabila terdapat indikasi

adanya TPPO, dilakukan dengan:

a) Ajak masyarakat membangun komunitas kecil anti TPPO di masyarakat
(tingkat RT, RW, desa) dan buatlah diskusi rutin tentang pembangunan
desa dalam kaitannya dengan pemberantasan (pencegahan dan

penindakan) TPPO.

S

b) Bangunlah jaringan kerja yang kuat dengan lembaga-lembaga atau orang-

orang yang mempunyai kesamaan tujuan dalam upaya pemberantasan
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€) Melakukan pendokumentasian (pencatatan) warga yang berimigrasi
dengan cara melakukan pencatatan sejak awal tentang : identitas penduduk
migrasi, fakta kebenaran perlengkapan dokumentasi yang dimiliki,
pengalaman pendidikan dan pelatihan yang memiliki serta dukungan

keluarga.

-
o
<

-
=
—
T
o

=2
"y
o
f o 2
Qo
T

d) Melakukan pengumpulan data, pemetaan, dan pendokumentasian kasus-
kasus korban TPPO. Pendokumentasian kasus-kasus korban TPPO sejak
awal terkait dengan identitas dan kondisi korban, fakta dan informasi
terjadinya TPPO, pengalaman dan harapan korban serta refleksi kondisi
korban sejak berangkat sampai dinyatakan sebagai korban TPPO.

4.4.3.Strategi Advokasi

Strategi ini dimaksudkan untuk membangun system yang kuat untuk

menyelesaikan kasus TPPO secara hukum, dapat dilakukan dengan :

a) Memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada

penegak Hukum atau pihak yang berwajib.

b) Kawal/pantau aparat penegak hukum dan terkait dengan kinerja mereka

dalam penegakan hukum kasus TPPO.

c) Publikasikan di media masa (media masa cetak, elektronik maupun

online) setiap indikasi terjadinya TPPO.

d) Melakukan advokasi yang mendorong dan atau merevisi peraturan

perundang-undangan terkait dengan pemberantasan (pencegahan dan

penindakan).

S

e) Merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang membuka

peluang terjadinya TPPO."
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4.5.Kendala Pencegahan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan
tindak pidana, karna itu membahas pencegahan tidak terlepas dari kebijakan

penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari
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penegakan hokum (law enfocement), dan sekaligus memberikan perlindungan

kepada masyarakat (social defece).

Menurut Marc Ancel, setiap masyarakat menentukan adanya tertib sosial,
yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan
kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga sesuai dengan aspirasi-
aspirasi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari
hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakan bagi suatu
system hukum. Perlindungan terhadap individu maupun masyarakat
tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan hal ini
tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat. Atas dasar itu, sistem
hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam
hubangannya dengan hukum secara murni, maupun pidana merupakan
lembaga-lembaga (institusi) yang harus di pertahankan. Kejahatan sebagai ‘a
human and social problem’, menurut Marc Ancel tidak begitu saja degan

mudah dapat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menanggulangi kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada

system hukum yang berlaku, melainkan dengan memadukan berbagai konsep

S

upaya penegakan hukum, yaitu :
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penegakan hokum (criminal justice system) dengan berorientasi pada
kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang profesional
dibidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang up to date serta
sarat untuk penanggulangan kejahatan modern, dengan modus operandi
yang canggih dan terselubung.

3) Koordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparatur pemerintah
terkait dengan berdedikasi dan berorientasi dalam upaya mewjudkan
keamanan, keadilan dan kesejahteraan.

4) Partisipasi masyarakat yang harus yanh harus di motifikasi, agar kondisi
potensial ‘terankat’ menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli
terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan

melakukan sikap intisipatif terhadap kejahatan.

Menurut Kaiser, Kriminolog dari Amerika Serikat dalam bukunya crime
prevention strategis in Europe and Nort Amerika, strategi pokok dalam upaya
pencegahan kejahatan meliputi tiga hal, yaitu: Primary prevention, Secondary

. . .13
prevention dan Tertiary prevention.

Ketiga upaya penceghan itu, menurut Baharudin Lopa yang dianggap
paling sesuai untuk pencegahan dalam hokum pidana adalah upaya yang
pertama (Primery prevention), yaitu melakukan upaya pencegahan dari akar
penyebabnya yang harus dieleminasi terlebih dahulu, karna dalam banyak

kasus masih banyak yang disebabkan oleh ketimpangan social ekonomi.

37 Henny Nurraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang :Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahanya,Jakarta :
Sinar grafika, 2013. Hal 320-321
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Namun walaupun faktor sosial ekonomi menjadi penyebab utamanya, faktof
lain tidak dapat diabaikan. Lebih lanjut baharudin Lopa menyatakan, bahwa
faktor yang paling utama dalam mencegah kejahatan adalah keluarga.
Meskipun ketiga faktor tersebut diatas sudah berjalan optimal, apabila

kehidupan keluarga anggota masyarakat dan oknum aparat masih belup
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sejahtera, maka kejahatan akan tetap ada. Oleh karna itu dalam upaya
pencegaha kejahatan hendaknya dilakuaka denngan pendekatan persuasif

melalui lembaga sosial.

Menurut Koesparmono Irsan strategi dan penanggulangan kejahatan,
terutama kejahtan terorganisir tidaklah sederhana. Pencegahan kejahatan dapat
dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan
filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis, kriminologis, dan manajerial.
Pendekatan filosofis bertolak dari cermin insan Pancasila, yang yang selalu
menginginkan hudup lebih baik dan berguna bagi banyak orang; pendekatan
sosiologis diprlukan karna kejahatan adalah bagian dari masyarakat, yang akan
diarahkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik; pendekatan
psikologis mengandaikan pelaku kejahatan akan dibimbing menjadi manusia
yang punya kepribadian yang lebih baik. Adapun pendekatan yuridis
mengarahkan pelaku kejahatan untuk menyadari bahwa perbuatanya telah
melanggar undang-undang. Terakhir pendekatan kriminologis, membantu

dalam mempelajari kejahatan sebagai penyebab kej ahatan.**

S

Demikian juga dalam pencegahan Tindak Pidan Perdagangan Orang

(TPPO) yang merupakan pelanggaran hak dan martabat manusia sebagai salah
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sangan memprihatinkan, dapat dilakukan dengan langkah-langkah persuasif
melalui lembaga sosial. Hal ini didasarkan pada realita yang terjadi, sekalipun
sudah ada pengaturan hukum secara tertulis dan ditambahkan dengan
peraturan-peraturan pelaksana yang berlaku di daerah-daerah, tidak membuat

jera para pelaku/Traffecker.

Menurut konsep hokum HAM, setiap orang tidak boleh diperlakukan
diluar batas kemanusiaan, seperti mendeskreditkan kornan atau menempatkan
korban pada posisi yang tidak berdaya, terlebih diperjualbelikan atau
diperdagangkan. Dalan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 siapapun
dilarang untuk melakukan TPPO, membantu orang lain untuk melakukan
TPPO, sekalipun kegiatan dari usaha/bisnis ini dapat mendatangakan
keuntungan ekonomi yang cukup besar. Karna itu, sudah menjadi kewajiban
dan tanggung jawab dari pemerintah untuk berupaya mencegah,
menanggulangi bahkan memberantas TPPO. Selain itu agar upaya pencegahan
dan penegakan hukum TPPO ini dapat berjalan, maka harus didukung degan

anggaran/dana yang memadai.

Selain dukungan dana/anggaran, guna mengefektitkan pencegahan dan
penegakan hukum TPPO diperlukan adanya sarana lain yang mendukung,
diantaranya informasi. Informasi diperlukan oleh setiap orang dalam
pencegahan dan penanggulangan TPPO. Untuk menjamin agar informasi
akurat, maka data yang di informasikan harus diputuskan oleh Gugus Tugas
Nasional berdasarkan laporan nyata/realita dari perkembangan dan berita dari
daerah-daerah, yang kemudian dapat dijadikan rujukan informasi bagi

siapapun yang membutuhkannya.
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Secara umum, penebab TPPO adalah masalah ekonomi (kemiskinan)
dengan modus penjeratan utang dan rendahnya pendidikan, sehingga upaya
pencegahannya juga harus sejalan dengan upaya penaggulanagn kemiskinan
dan peningkatan serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaaan.

Namun selain masalah kemiskinan dan pendidikan rendah , masih banyak
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penyebab lainnya dari TPPO yang sangat kompleks, sehingga pencegahan dan
penanggulangannya memerlukan upaya yang menyeluruh, terpadu,
berkelanjutan, serta terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, media masa, dan seluruh komponen masyarakat. Dengan
kata lain,diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanganan dengan
meningkatkan peran serta dan fungsi sebagai sektor dan elemen dari tingkat

pusat ke daerah.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan orang
dapat dilakukan denga  memperkuat Gugus Tugas  pencegahan dan
penanganan Tindan Pidana Perdagangan Orang, diantaranya dengan
membenahi system perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan di
tempatkan di luar negeri. Selain itu pemerintah juaga harus memperkuat
jaringan kerja penanganan TPPO dengan melakukan kerja sama antara

pemerintah, masyarakat dan swasta.

Atas dasar itu dalam pencegahan dan penanganan TPPO juga harus dilakukan

S

secara optimal dan terpadu, dengan melakukan kerja sama yang sinergi pada :
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1) Masyarakat internasional, untuk melakukan kerja sama dalam memerangi
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2) Mengadakan konsensus dalam mengatasi TPPO, terutama penegakan
HAM dan kesetaraan gender.
3) Membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.

4) Mengembangkan pelayanan dan konseling kepada korban atau calon
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korban, dengan menerapkan pelayanan berbasis kemasyarakatan.
5) Meningkatkan penggunaan teknologi dan informasi melalui jaringan kerja
sama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dalam

penanggulangan TPPO™

4.6.Gambaran Umum Tentang Provinsi Nusa Tengara Timur (NTT)

4.6.1.Kondisi Fisik Daerah

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan dengan
jumlah pulau sebanyak 1.192 pulau, 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau
berpenghuni. Pulau besar penghuni biasa disebut dengan Flobamorata (Flores,
Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas
47.931,54 km2. NTT secara astronomis terletak antara 80 — 120 Lintang
Selatan dan 1180 — 1250 Bujur Timur. Provinsi NTT berbatasan dengan
sebelah utara laut flores, sebelah selatan samudra hindia, sebelah barat
provinsi nusa tenggara barat dan, di sebelah timur berbatasan dengan negara
Timor Leste (BPS NTT, 2015)

Wilayah administrasi di NTT terbagi atas 21 kabupaten dan 1 Kota.
Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km2

(14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km2 (11,53%).

S

Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km2 (0,38%) dan
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Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km2 (0,96%).
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Karena merupakan provinsi kepulauan, akses dari kabupaten/kota menuju
ibu kota provinsi NTT, Kupang, dapat ditempuh menggunakan beberapa
sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang
berada pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor

Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat
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menggunkan jalur laut ataupun udara.

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun
meteorologi/klimatologi di NTT, tercatat suhu tertinggi pada tahun 2015
adalah 37,4 OC dan terendah adalah 8,8 OC. Secara umum daerah NTT
tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 26- 28 0C sepanjang tahun 2015
dengan pengecualian beberapa wilayah yang memiliki rata-rata suhu 19,9 0OC.
Rata-rata curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/klimatologi
adalah antara 600-2700 mm3. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun,
Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan tertinggi yaitu 160 hari
hujan disusul Manggarai Barat dengan 125 hari hujan dan Ngada dengan 121
hari hujan. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah hari hujan terendah
adalah Kabupaten Sumba Tengah dengan 31 hari hujan disusul Timor Tengah
Selatan dengan 62 hari hujan dan Timor Tengah Utara dengan 68 hari hujan

pada tahun 2015.%

BRAWIJAYA
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Berikut ini adalah peta wilaya Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dapat

penulis paparkan.

Peta wilayah Nusa Tenggara Timur NTT.
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4.6.2. Demografi
Jumlah Penduduk

Penduduk adalah salah satu subjek dan sekaligus objek dari
pembangunan di suatu daerah. Berikut adalah data jumlah penduduk di

Provinsi Nusa Tenggara Timur
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Tabel 3
Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut
Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Kabupaten/ IL Total
Kota aki-laki Perempuan
Sumba barat 62981 58940 121941
Sumba timur] 126487 119807 246294
Kupang 177927 170083 348010
Timur
tengal 129997 232616 SRR
selatan
Timur
tengah 120997 123717 244714
Utara
Belu 103402 103376 206778
Alor 97475 102440 199915
Lembata 61980 70191 132171
Flores timur 118226 128768 246994
Sikka 148125 165384 313509
Ende 127722 142002 269724
Ngada 75620 79073 154693
Manggarai 156576 163031 319607
§ 75292 147778
< Rote Ndao 72486

. § Manggarai

é Barat 124620 127069 251689

Z CQ
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-
S Sumba e
~& Tengah 35279 332236
= Sumba Barat]
= umba Bara
> 163781 155338 319119
— Daya
b=
3 Nagakeo 67971 71660 dARTd
=T
= Manggarali Sesitas,
. 134418 138096
Timur
Sabu Raijua 43984 41986 85970
Malaka 87283 93099 180382
Nusa
Tenggara
Timur 2336786 9392398 4729184

Sumber: NTT Dalam Angka 2015

Dari Tabel di atas jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun
2015 tercatat sebanyak 4.7291.184 jiwa terdiri dari penduduk berjenis kelamin
laki-laki 2.336786 jiwa, dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan
2.392.398 jiwa.
4.6.3.Luas wilayah

Hampir semua pulau di wilayah NTT terdiri dari pegunungan dan
perbukitan kapur. Dari sejumlah gunung yang ada terdapat gunung berapi
yang masih aktif. D1 pulau Flores, Sumba dan Timor terdapat kawasan padang
rumput (savana) dan stepa yang luas. Luas wilayah daratan 47.931,54 (2,35%
luas Indonesia) dan luas wilayah perairan + 200.000 km2 diluar perairan Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

S

Dari tabel 4.2 , kita bisa melihat kabupaten dengan luas wilayah terbesar
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adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas wilayah 7.005,00 km2 denga
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presenatse 14,61% dari luas wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudia
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di tempat kedua ada kabupaten kupang dengan luas wilayah 5.525,83 km2

.
.l

b.ac

atau setara dengan 11,53% dari luas wilayah profinsi NTT. Luas wilayah

terkecil di profinsi NTT adalah Kabupaten Sabu Raijua dengan luas wilayah

hanya 460,47 km2 atau hanya 0,96% dari luas provinsi NTT, Sedangkan Kota

repository.u

Kupang adalah satu-satunya kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 4
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara

Timur

Luas Daerah
Kabupaten/Kota (kmz) Persentase
01. Sumba Barat 737,42 1,54
02.  Sumba Timur 7.005,00 14,61
03. Kupang 5.525,83 11,53
04. Timor TengahSelatan | 3.947,00 8,23
05. Timor Tengah Utara 2.669,70 5,57
06. Belu 1.248,94 2,61
07. Alor 2.928,88 6,11
08. Lembata 1.266,39 2,64
09. Flores Timur 1.754,98 3,66
10. Sikka 1.731,91 3,61
11. Ende 2.068,00 4,31
12. Ngada 1.722,24 3,59
13. Manggarai 1.915,62 4.00
14. Rote Ndao 1.284,41 2,68
15. Manggarai Barat 3.141,47 6,55
16. Sumba Tengah 1.817,88 3,79
17.  Sumba Barat Daya 1.445,32 3,02
18.  Nagekeo 1.416,96 2,96
19.  Manggarai Timur 2.502,24 By
20.  Sabu Raijua 460,47 0,96
21. Malaka 1.160,61 2,42
71.  Kota Kupang 180,27 0,38
Jumlah 47.931,54 100,00

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur2015
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Dari 22 kabupaten kota yang ada diprovinsi Nusa Tenggara Timur sangat
rawan terhadap iklim kering dan daya dukung serta daya tamping
lingkungannya sangat minim dibanding daerah lain, sehingga ketergantungan
untuk impor pangan dari luar sangan tinggi. Nusa Tenggara Timur saat ini

memiliki 83% jumlah impor pangan. sedangkan NTT hanya mampu
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membiayai dirinya sendiri dalam urusan pangan dengan 13%. Hal ini menjadi
salah satu alasan masyarakat selalu mengeluh kelaparan, tidak memiliki ruang
kelola, gagal panen dan lain sebagainya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk
membiaya hidup setiap hari adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Hal ini juga yang menjadi momen terbaik bagi para calo atau pengirim TKI
untuk menjalankan niatnya untuk mengajak calon TKI dengan berbagai
macam modus. Dengan dibekali pengetahuan seadanya maka TKI yang
berhasil diberangkatkan secara legal maupun ilegal, sering kali berujung maut
atau mninggal di perantauan.

Hingga pada saat ini permasalahan atau kasus tindak pidana perdagangan
orang di wilayah Nusa Tenggara Timur ini masih terus bertambah. Melihan
masalah tersebut semakin bertambah maka kepolisian daerah Nusa Tenggara
Timur dan instansi-instansi terkait melakukan kerja sama untuk mencegahnya.

Dalam hasil penelitian ini penulis dapat mengumpulkan data dan informasi
dari Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur NTT dan beberapa instansi
terkait dalam upaya menanggulangi dan mencegah masalah atau kasus tentang

Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT.

BRAWIJAYA
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4.7.Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Daerah
Nusa Tenggara Timur.

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan

Orang di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengakibatkan rendahnya
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pengetahuan dan ketrampilan serta daya serap masyarakat terhadap berbagai
kebijakan pembangunan serta berbagai perubahan dalam era globalisasi serta
kurang mampunya memanfaatkan berbagai peluang, baik peluang usaha
maupun peluang pendidikan. Apabila dihubungkan dengan perkembangan
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi yang sangat cepat, tantangan
globalisasi dan persaingan bebas, maka mutu pendidikan masyrakat NTT
merupakan tantangan yang harus dihadapi secara arif dan bijaksana serta tekat
yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga mempunyai daya
saing yang Kuat. Sebagian besar Masyarakat Nusa Tenggara Timur juga masih
tergolong miskin. Hal ini membuat mayarakat NTT cenderung terjerumus

dalam sindikat perdagangan orang.

Berkaitan dengan kasus tersebut maka perlu di ketahui bahwa Hingga saat
ini para pihak kepolisian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD terkait
Tindak Pidana Perdagangan Orang masih terus melakukan Upaya-upaya
pencegahan. Upaya yang sering dilakukan adalah memberikan sosialisasi
kepada masyarakat agar sadar dan menghindar dari tindak pidana perdagangan

orang tersebut. Hal ini tentu sangat membutuhkan kerja sama antara

S

pemerintah yang akan memberikan sosialisasi dengan masyarakat. Oleh karna

itu menurut informasi yang penulis dapatkan dari instansi terkait dalam upaya

NIVERSITA
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memberikan sosialisai tentang kasus tersebut, bahwa tidak ada kerja sama
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antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat belum

menyadari tentang bahayanya Perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur.
Adapun kelompok masyarakat tertentu yang sudah menyadari bahaya

Perdagangan orang di NTT namun masih saja bersikap acuh dan mengabaikan

hal itu dengan alasan bahwa sekalipun pemerintah membirikan sosialisasi
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terus menerus, akan tetapi tidak ada solusi untuk mereka dalam mendapatkan
pekerjaan dalam menafkahi kehidupan mereka. Oleh karna itu adapun sikap
dari masyarakat saat medapatkan undangan atau ajakan untuk menghadiri
sosialisasi tentang bahaya TPPO yaitu mereka selalu minta uang atau imbalan
atau yang biasa di sebut (uang duduk). Dengan adanya respon atau tanggapan
dari masyarakat tersebut maka dapat di katakana bahwa tidak ada relasi yang
baik atau terjadi kesenjangan sosial antara pemerintah dan masyarakat. hal ini
juga menjadi sala satu faktor penyebab TPPO dan sangat membuat pemerintah
dan LSM sedikt kesulitan dalam memberikan sosialisasi.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pperdagangan Orang di Nusa
Tenggara Timur, POLDA NTT menggunakan tiga tugas pokok yakni
pencegahan Secara Pre-emtif, Preventif dan Represif.

1) Pre-emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak

pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara

A S

pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga

norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri seseorang. Meskipun ada

IVERS

kesempatan untuk melakukan Kkejahatan tapi tidak ada niatnya untuk
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pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara
pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya
kejahatan.

Berkaitan dengan dengan upaya pre-emtif yang di lakukan oleh kepolisian
daerah NTT dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),
kepolisian daecrah NTT memiliki Intelejen yang akan memberikan informasi
terkait kejadian apa saja yang terjadi di dalam masyarakat termasuk, salah
satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan orang ( TPPO) di wilayah Nusa
Tenggara Timur. Selain adanya Intelejen ada juga yang di sebut denga Satuan
Binmas dan di setiap daerah juga ada yang disebut dengan Babinkamtipmas.

Dalam upaya pencegahan TPPO di NTT, Kasat Reskrim jajaran selalu
memberikan sosialisasi secara berkelanjutan kepada personil Polsek,
Babinkamtipmas, Satuan Binmas, maupun Satuan Lalulintas dan Sabara.
Namun dalam proses pelaksanaan pencegahan hingga saat ini belum
maksimal.

2) Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu
kejahatan tertentu.

Dalam upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian daerah NTT
dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT,
POLDA NTT memiliki satuan-satuan seperti Direktorat Sabara dan Direktorat
Lalulintas. Satuan-satuan ini deberikan pelatihan-pelatihan khusus yakni
bagaimana mengidentifikasi orang yg diduga sebagai pelaku TPPO maupun

masyarakat yang diduka akan menjadi korban TPPO. Selain itu POLDA NTT
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juga memiliki Gugus Tugas yang telah di keluarkan oleh Keputusan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 294/KEP/HK.2014 Tentang Anti Perdagangan
Orang Dan Pencegahan Serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia
/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Procedural Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Berkaitan dengan Gugus Tugas tersebut maka POLDA NTT bekerja sama
dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (NAKERTRANS),
Dinas  Sosial  (DINSOS), Kementerian  Hukum  Dan  Ham
(KEMENKUMHAM), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU)
dan ANGKASA PURA.

3) Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang

tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan
hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.
Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai
dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa
perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan
merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga
tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya asangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana,
dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-
sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan,
dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam rangkaian dan
berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-

cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya
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suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas
kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang
biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau
bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan pencegahan yang di lakukan oleh Kepolisian Daerah
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Nusa Tenggara Timur dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) yaitu menindak lanjuti kasus TPPO dari SATGAS TPPO POLDA
NTT. Berdasarkan informasi yang di berikan oleh Direktorat Reserse Kriminal
Umum Kasubdit IV Renakta (Rudi Junus Jacob Ledoh, S.I.K), bahwa proses
pencegahan tindak pidana perdagangan Orang TPPO yang dilakukan adalah
cenderung lebih mengutamakan pencegahan secara represif atau yang sering
disebut dengan proses penegakan hukum.

Hal ini dikarenakan bahwa memang tugas pokok dari Reserse Kriminal
Umum Kasubdit IV Renakta adalah penindakan atau setelah terjadinya suatu
permasalahan yakni salah satunya termasuk Tindak Pidana Perdaganagn
Orang. Sedangkan yang berperan penting dalam pencegahan adalah Polsek,
Babinkamtipmas, Satuan Binmas, maupun Satuan Lalulintas dan Sabara.
Namun dalam proses pencegahan belum juga dapat dikatakan maksimal.

C. Kendala Dalam Proses Pencegahan TPPO Oleh POLDA NTT
Walaupun sudah ada Gugus Tugas dan satuan-satuan kepolisian yang

telah di bentuk untuk mencegah TPPO di NTT, namun masih saja ada

kendala-kendala yang di alami. Kendala yang di alami dalam proses

pencegangan TPPO di wilayah Nusa Tenggara Timur yaitu:

A S

1. Minimnya anggaran dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Anggaran yang di sediakan hanya untuk proses penyidikan dan

IVERS

penyelidikan dan bukan untuk pencegahan.
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2. Masih adanya ego sektoral yang tidak mau bekerja sama dengan pihak
kepolisian dan mengikuti perintah dari Gugus Tugas tetsebut.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa persoalan di tengah-tengah

masyarakat yang harus diselesaikan oleh birokrasi sangatlah kompleks. Oleh
karena itu tidak bisa suatu permasalahan diselesaikan oleh salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah SKPD saja, karena sangat mungkin bahwa
permasalahan tersebut menyangkut banyak SKPD dan terdapat keterkaitan
antar SKPD dalam menyelesaikannya. Namun didalam birokrasi masih terjadi
yang namanya ego sektoral. Yang dimaksud ego sektoral di sini adalah sikap
individualisme yang ditunjukkan oleh suatu SKPD yang tidak mau diajak
bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Biasanya
terdapat anggapan bahwa SKPD tersebut merasa lebih dibandingkan SKPD
yang lain sehingga meremehkan SKPD yang lain dan menimbulkan sikap
yang kurang respek jika diminta untuk bekerja sama dalam menyelesaikan
suatu permasalahan.

Faktor lain yang menyebabkan ego sektoral adalah ketiadaan atau
minimnya anggaran yang dimiliki suatu SKPD dalam menyelesaikan suatu
permasalahan yang membutuhkan bantuan SKPD lain, sehingga SKPD yang
lain tersebut ketika diminta bantuan untuk ikut bersama menyelesaikan suatu
urusan atau permasalahan, mereka akan malas-malasan dan terkesan tidak
ambil pusing. Padahal sebagai bagian dari suatu birokrasi, antara satu SKPD
dengan SKPD yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
satu sama lain dan terdapat saling keterkaitan kewenangan dalam menjalankan
berbagai macam tugas birokrasi. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah yang

tepat agar ego sektoral ini dapat dikurangi bahkan dihilangkan dalam tubuh
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birokrasi, sehingga antar SKPD dalam tubuh birokrasi dapat bersatu padu
menjalankan berbagai tugasnyadan memaksimal perannya dalam mengabdi
kepada masyarakat, bangsa dan negara.'’

Salah satu contohnya adalah kurangnya kerja sama antara POLDA NTT

dan TNI AU, dalam upaya mencegah para calon migran atau para Calon
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Tenaga Kerja Indonesia CTKI di Bandara EL TARI Kupang. Hal ini
dikarenkan Bandara tersebut adalah milik TNI AU maka polisi dilarang

beroperasi didalam bandara tersebut.

Berikut ini adalah data kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang

berhasil di rangkum oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dari Tahun

S

2013-2018 yaitu :

Tabel 5

NIVERSITA
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4 Laporan data kasus TPPO oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kasubdit IV Renakta Kupang NTT.2018
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Data Kasus TPPO dari POLDA NTT

Jumlah LP Posisi Kasus
Jumlah | Polda | Polres | TSK Polda Polres Jajaran
LP Jajaran Lidik | Sidik | P19 | P21 | SP3 | Limpah | Lidik | Sidik | P19 | P21 | SP3 | Limpah
33 22 3 48 - 13 | 2 - - - - 1 2 - - -
42 24 £ 60 | 13 4 2 2 4 - - - - - - -
52 23 2 68 3 12 | 4 | - ¥ S - 1 - 1 i -
62 24 2 121 | 1 I G 3 ¥ > 4 13 | 4 | - - -
27 6 21 31 4 - 1 - 1 - 1 9 4 17 - -
11 6 5 14 2 1 - y - = 7 gk 2 = L -

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit IV Renakta

4.8.Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi provinsi NTT.
A. Pencegahan TKI Non Procedural

Dalam penencegahan ini, Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Provinsi NTT membentuk Satuan Tugas yang biasa di kenal dengan sebutan
SATGAS. Satuan Tugas tersebut sudah dibentuk sejak tahun 2014.
Pencegahan yang dilakukan oleh SATGAS tersebut adalah melalui dua jalur
yang selalu di gunakan oleh para calon Tenaga Kerja Indonesia TKI untuk
keluar daerah atau keluar negeri. Kedua jalur tersebut yakni Bandara El Tari
Kupang dan Pelabuhan Tenau Kupang. Selama proses pencegahan juga
terdapat kendala-kendala yang di alami oleh dinas tersebut yakni, ego sektoral

yang membuat instansi-instansi terkait tidak dapat bekerja sama dengan baik.
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. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 TentangTindak Pidana
Perdagangan Orang;

Peraturan Pemerintahn Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota;

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi
Sistim Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembangunan
yang berkaadilan;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun
2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun

2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.

. Maksud Dan Tujuan Pencegahan

Mencegah tejadinyan pemberangkatan / penempatan TKI secara non
prosedural untuk bekerja di luar daerah/negeri.

Melakukan pelayanan penanganan TKI bermasalah pada saat Perekrutan
Penempatan melalui koordinasi dan kerjasama pelaksanaan Program

Penempatan dan Perlidungan TKI di Kota , Kabupaten dan Pusat.
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c. Memperkuat sistem perlindungan TKI baik pada Pemerintah
Kota/Kabupaten dan Provinsi.

D. Sasaran Kegiatan Pencegahan

Sasaran kegiatan ini adalah pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas)
Pencegahan TKI Non Prosedural Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagai ujung tombak untuk mendeteksi dan mengatasi tindak pidana
penempatan tenaga kerja indonesia secara non prosedural ke luar

daerah/negeri.

Sasaran kegiatan ini secara kuantitatif yaitu melakukan pencegahan
pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, yang
diberangkatkan secara non prosedural oleh oknum yang tidak bertangung
jawab serta mengurangi jumlah tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat
untuk diberangkatkan bekerja di luar daerah/negeri sesuai dengan peraturan
yang berlaku, sedangkan untuk sasaran secara kualitatif adalah melindungi
calon TKI / TKI dari eksploitasi yang dilakukan oleh oknum oknum yang

tidak bertanggung jawab .

Sebagaimana diketahui pada saat ini banyak sekali tenaga kerja Indonesia
asal Provinsi- Nusa Tenggara Timur yang diberangkatkan secara non
prosedural oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagi TKI asal Nusa
Tenggara Timur bekerja di Malaysia tidak semata-mata kerena tidak ada
pekerjaan dalam negeri atau karena Nusa Tenggara Timur daerah miskin tetapi
ada juga beberapa dorongan yang melatar belakangi sikap atau pilihan bekerja
di Malaysia ada kebanggaan pribadi dan juga yang ingin memperbaikan

kehidupan ekonomi keluarga.
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E. Pembiayaan

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pencegahan TKI Non Prosedural
ini maka semua biaya yang dikeluarkan dibebankan pada Program
Perlindungan.™®

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Dinas Tenaga Kerja dan
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Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk Tim Satuan
Tugas di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah berhasil menggagalkan

pemberangkatan CTKI /TKI secara non prosedural seperti tabel dibawah ini:

S
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18 Laporan data TKI/TKW Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi provinsi NTT.
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Tabel 6

Data Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah / Non Prosedural Asal

Provisi Nusa Tenggara Timur

i
o
S

—td
—
—
o
o

E Periode Januari s/d Desember 2017
o
=
o

4s Brawiaya  on 15 13 28
, | FEBRUARI 24 9 33
s | MARET 44 26 70
4 |APRIL 28 17 45
s | ME 86 60 146
s | JUNI 19 15 24
[ 77 33 110
e | AGUSTUS 2 i i
o | SEPTEMBER ! 5 5
lo | OKTOBER 1 6 7
11 | NOVEMBER 16 25 41
1> | DESEMBER i 5 5
Catatan :

Januari s/d Desember 2017 berjumlah : 514
Laki-laki :310
Perempuan: 214
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Tabel 7

Data Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah / Non Prosedural Asal

Provinsi Nusa Tenggara Timur

B
o
o~

-
—
>
— Bulan Januari s/d Juli 2018

2

T
o
==
s

1~ | JANUARI 44 27 71
, | FEBRUARI 49 13 62
s | MARET 29 15 44
4 | APRIL 23 v 30
s | MEl 32 12 44
s | JUNI 15 - 15
S oLl 4 3 7
Catatan:

Januari s/d Juli berjumlah : 273
Laki-laki :196
Perempuan : 77
4.9.Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh BP3TKI
Provinsi NTT.

Pencegahan yang dilakukan oleh Balai Pelayanan, Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia NTT (BP3TKI) adalah memberikan
sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kasus Tindak Pidana
Perdagangan Orang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini BP3TKI
juga bekerja sama dengn salah satu Universitas di Kupang NTT yakni

Universitas Nusa Cendana. Dengan danya kerja sama tersebut maka BP3TKI

memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang hendak melakukan Kegiatan

BRAWIJAYA

Belajar Pendampingan Masyarakat (KBPM) di suata daerah tertentu di
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wilayah Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan sosialisasi yang sama
mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT. Adapun program yang
dibuat oleh BP3TKI NTT untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang

yaitu, Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM). Dalam Program ini
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memiliki tiga fungsi yaitu:
1. Fungsi Informasi
Fungsi ini memberikan informasi tentang peluang kerja dan bagaimana
bermigrasi yang aman.
2. Fungsi Advokasi
Pada fungsi advokasi ini adalah melakukan Pendampingan kepada Pekerja
Migran Indonesia (PMI), apabila bermasalah.
3. Fungsi Pemberdayaan
Pada fungsi tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan tentang
bagaimana bermigrasi dengan aman kepada Pekerja Migran Indonesia
(PM1). 2
Berikut adalah Rekapitulasi data dari Balai Pelayanan, Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia NTT (BP3TKI) mengenai kasus Calon
pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Mingran Indonesia (PMI) tahun

2018.

S
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UN




131

-— Table 8
prt
. Rekapitulasi kasus CPMI/PMI 2018
-
—
o
g NO KASUS PERBULAN JUMLAH KASUS PERBULAN
S
P
(=B}
— 1 TRIWULAN | 80 KASUS
(JAN, FEB, MAR) 32, 23,25
2 TRIWULAN |1 73 KASUS
(APR, MEI, JUN) 23, 23, 27
3 TRIWULAN 111

(JUL, AGS, SEP)

4 TRIWULAN IV

(OKT, NOV, DES)

TOTAL 153 KASUS

Sumber : BP3TKI Kupang Nusa Tenggara Timur NTT

Catatan :

Rekapitulasi Kasus CPMI/PMI tahun 2018 (Bulan Januari s/d Bulan Juni tahun 2018.
1. Total kasus : 153 kasus

2. Selesai : 129 kasus

3. Proses : 24 kasus

4.10.Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Dinas

Sosial Provinsi NTT.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial NTT adalah selalu memberikan
sosialisasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada

masyarakat. Melihat masalah sosial di NTT semankin bertambah di setiap

S

tahunya, maka Kementerian Sosial memberikan solusi kepada Dinas Sosial

IVERSITA

NTT untuk mengadakan SHELTER yang di sebut sebagai Rumah
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UN

Perlindungan dan Trauma Center Dinsos Provinsi NTT yang dibiayai oleh
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KEMENSOS Sendiri untuk para korban perdagangan orang, pekerja mingran
bermasalah, orang terlantar dan korban tindak kekerasan.
Dalam hal ini Kementerian Sosial juga membuat sebuah program agar

mencegah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni,
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setiap mereka yang berhasil dipulangkan kedaerah asalnya masing-masing
akan mendapatkan bimbingan teknis dan juga mendapatkan bantuan stimulan
dalam bentuk uvang tunai atau dalam bentuk sembako. Tujuan dari bantuan
yang berikan untuk membatu para PMSK tersebut untuk megelolanya
menjadi suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus keluar
daerah atau ke luar negeri.zo

Dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial provinsi Nusa
Tenggara Timur, adapun data yang penulis paparkan pada tabel di bawah ini

mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di NTT.

BRAWIJAYA

2P Laporan data jumlah klien penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Rumah Perlindungan dan
Trauma Center Oleh DINSOS Provinsi NTT

e




=
o
3
-
|
—
[—
o
—-—
L% ]
o
——
a2
S

BRAWIJAYA

Tabel 9

133

Rekap Jumlah Klien Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) di

Rumah Perlindungan Dan Trauma Center DINSOS Provinsi NTT.

1. Jumlah Penaganan Klien Selama Di RPTC Berdasarkan Jenis Permasalahan
No Jumlah Jumlah Klien Yang Di Tangani RPTC Total
Kasus
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 Trafficking 8 19 133 42 13 17 232
2 Pekerja - 7 145 292 296 102 842
Migran
Bermasalah
3 Orang - - - - 10 14 24
Terlantar
4 Korban 25 200 151 - 12 18 406
Tindak
Kekerasan
Total 33 226 429 334 331 151 | 1504
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2. Jumlah Penaganan Klien Selama Di RPTC Berdasarkan Kabupaten

JENIS KASUS
JUMLAH PEKERJA ORANG KORBAN
NO | KLIEN YANG | TRAFFIKING MIGRAN TERLANTAR TINDAK TOTAL
DITANGANI BERMASALAH KEKERASAN
1 | KOTAKUPANG 4 30 1 226 261
2 KAB. KUPANG 24 44 170 238
3 TTU 20 33 53
4 TTS 33 76 1 110
5 BELU 26 126 ] 155
6 MALAKA 8 452 1 461
7 ROTE 4 6 1 11
8 SABU 1 1 5 7
9 ALOR 1 2 3
10 | SUMBA TIMUR 6 5 11
11 SUMBA 15 4 19
TENGAH
12 | SUMBA BARAT 41 12 53
13 | SUMBA BARAT 33 28 10 71
DAYA
14 MANGGARAI 5 5
TIMUR
1a MANGGARAL 1 1
TENGAH
16 MANGGARAL 2 3 5
BARAT
17 NGADA 2 1 3
18 NAGEKEO 1 4 5
19 ENDE l 1 2
20 SIKKA 1 1 2
21 | FLORES TIMUR 1 14 15
22 | LUAR DAERAH 1 11 13
NTT
JUMLAH 232 842 24 406 1504

BRAWIJAYA

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT
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4.11.Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Nusa Tenggara
Timur Oleh Jaringan Perempuam Indonesia Timur (JPIT)
Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) adalah salah satu lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga berupaya untuk mencegah tindak
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Pidana Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur NTT. Orang — orang
yang berada di dalam JPIT tersebut rata-rata mempunyai besic sebagai sarjana
TEOLOGI KRISTEN. JPIT juga bekerja sama dengan Lembaga Misi Gereja
Belanda dalam misi pemberdayaan manusia.

Upaya pencegahan TPPO yang selalu di lakukan adalah meberikan
sosialisasi tentang bahayanya TPPO di NTT, terutama di daerah-daerah yang
rentan terjadi TPPO. Oleh karna itu, melihat bahwa JPIT memiliki latar
belakang agama Kristen maka selain memberikan sosialisasi, mereka juga
dapat memberikan informasi terkait TPPO kepada jemaat melalui mimbar-
mimbar gereja. Berkaitang dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh
JPIT, maka adapun kendala yang dialami dalam memberikan sosialisasi
kepada masyarakat yaitu: sikap masyarakat yang acuh tak acuh atau kurang
serius dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Sikap yang kurang respon dari
masyarakat ini dilakukan dengan alasan yang sering mereka ucapkan yakni :
“Untuk apa kami megikuti sosialisasi agar berhenti menjadi buruh migran,
sedangkan peluang kerja dan usaha untuk kami tidak ada”. Mendengar alasan
yang di sampaikan oleh masyarakat, maka dari pihak JPIT juga menyadari

bahwa memang tugas mereka hanya dapat memberikan sosialisasi atau

S

informasi terkait TPPO. Oleh karena itu hingga saat ini JPIT masih berusaha
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Sumber: Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT)

— mencari solusi terbaik agar dapat memenuhi keinginan dari masyarakat
L
<
. tersebut.?
—td
—
> Table 10
o .
o Data korban TKI/TKW Meninggal
E Januari 2013-Mei 2018
o Versi Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT
=
ot
SUMBA BARAT DAYA
2 SUMBA BARAT 3 3 6
3 SUMBA TIMUR 1 1 2
4 SUMBA TENGAH 1 0 1
5 KUPANG 10 11 21
6 KOTA KUPANG 0 2 2
7 NAGEKEO 7 0 7
8 LEMBATA 1 1 2
9 TTS 21 24 45
10 TTU 12 5 i
11 MALAKA 18 7 25
12 ENDE 9 6 16
13 FLOREAS TIMUR 10 2 12
14 BELU 17 5 22
15 MANGGARAI 7 0 7
16 NGADA 4 2 6
17 MANGGARAI TIMUR 3 0 3
18 MANGGARAI BARAT 1 0 1
19 SABU 1 1 2
20 SIKA 5 2 7
< 21 ROTE 2 0 2
,<C 22 TIDAK ADA INFORMASI 1 0 1
< f—
3 TOTAL 240
o

2 Laporan rekapitilasi data korban meninggal dunia Oleh Jaringan Perempuam Indonesia Timur (JPIT)
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BAB V
PENUTUP
5.1.Kesimpulan
1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di

wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur adalah rendahnya
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tingkat pendidikan ~masyarakat yang mengakibatkan rendahnya
pengetahuan dan ketrampilan serta daya serap masyarakat terhadap
berbagai kebijakan pembangunan serta berbagai perubahan dalam era
globalisasi serta kurang mampunya memanfaatkan berbagai peluang, baik
peluang usaha maupun peluang pendidikan. Sebagian besar masyarakat
Nusa Tenggara Timur juga masih tergolong miskin.

2. Kendala dalam proses pencegahan oleh POLDA NTT yang dikarenakan
masih adanya ego sektoral yang membuat masing-masing instansi tidak
dapat bekerja sama dengan baik, oleh karna itu upaya pencegahanpun
tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang diwilayah
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur oleh pihak POLDA NTT dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang bersangkutan, sejauh ini dapat
dikatakan belum maksimal. Adapun Gugus Tugas yang telah di keluarkan
oleh Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29/KEP/HK.2014
tentang Anti Perdagangan Orang Dan Pencegahan Serta Penanganan Calon
Tenaga Kerja Indonesia /Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non
Procedural Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun hingga Saat ini kasus

atau masalah tindak pidana perdagangan orang di NTT masih terus

BRAWIJAYA

bertambah di setiap tahunnya.
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5.2.Saran
Dalam upaya pencegahan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh
POLDA NTT dan pemerintah terkait harusnya mematuhi dan melaksanakan
Gugus Tugas yang telah di keluarkan oleh Keputusan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 29/KEP/HK.2014 tentang Anti Perdagangan Orang
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Dan Pencegahan Serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga
Kerja Indonesia Bermasalah/Non Procedural Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Relasi atau hubungan antara POLDA NTT dan pemerintah terkait juga
harusnya tidak memiliki sikap yang dinamakan ego sektoral dalam upaya
mencegah TPPO di NTT. Dalam Proses pencegahanpun seharusnya
mengadakan kampanye pemasangan iklan seperti (STOP HUMAN
TRAFFICKING ATAU PERDAGANGAN ORANG) di dalam area kota
Kupang sampai ke kabupaten-kabupaten bahkan sampai ke wilayah desa
sekalipun. Namun dalam pemasangan iklan di kabupaten atau desa, lebih baik
menggunakan bahasa sederhana yang lebih dipahami oleh masyrakat setempat
yaitu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dalam pengiriman calon
tenaga kerja (LEGAL) asal NTT juga harus di kawal dari proses
pemberagkatan dari daerah asal sampai proses pemulangan. Hal ini perlu
dilakakukan untuk menghindari (tetap tinggal di perantauan walau sudah habis
masa atau Over Stay) yang mengakibatkan Tenaga kerja Indonesia tersebut
menjadi (ILEGAL). Berkaitan dengan permasalahan ini pemerintah juga harus
lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat di wilayah NTT. Dalam hal
ini seperti pendidikan yang baik, menyediakan lapangan pekerjaan untuk

masyatakat terlebih masyarakat yang ada di desa atau pelosok-pelosok yang
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rentan menjadi calon tenaga kerja Indonesia atau CTKI.
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